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ABSTRAK 

 

Perkelahian antar warga binaan sering terjadi di Lembaga 

pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Penyebab utama perkelahian antar 

warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah over 

kapasitas dan juga dipengaruhi kecemburuan sosial, saling ejek, dan 

persaingan antar kamar. Perkelahian antar warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan tentu saja menciderai proses hukum yang berlangsung bagi 

warga binaan tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri 

warga binaan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan 

kenyataan yang sebenarnya. 

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu apakah faktor penyebab 

terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Pekanbaru dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi perkelahian antar 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, 

sedangkan  sifat penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 

terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Pengamanan 

Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), petugas keamanan dan  warga binaan yang 

terlibat perkelahian. Sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan petugas 42 

orang, dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Alat 

pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa faktor 

penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, adalah over kapasitas, terbentuknya 

suatu kelompok penguasa, pencurian, saling ejek, pemalakan, dan pinjam 

meminjam barang atau uang. Upaya mengatasi perkelahian antar warga binaan 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan melakukan 

upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam mengatasi 

perkelahian antar warga binaan adalah: melakukan pendekatan terhadap warga 

binaan, melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, melakukan pembinaan 

terhadap warga binaan, memaksimalkan penjagaan dan pengawasan. Upaya 

represif adalah dengan menerapkan saksi kepada warga binaan yang terlibat 

perkelahian dengan tegas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik 

Indonsia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai 

negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya, sebagai negara hukum, Indonesia 

menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum 

mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara (Bambang Waluyo, 

2004:33). 

Seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima 

hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan 

masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum 

pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta 

memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, 

setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan 

sanksi dalam perundang-undangan. Secara konkrit tujuan hukum pidana itu 

ada dua, ialah: (Teguh Prasetyo, 2010:14). 

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan 

perbuatan yang tidak baik (aliran klasik). 
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2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak 

baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan 

lingkungannya (aliran modern).  

Lembagai pemasyarakatani ataui disingkati (Lapas)i merupakani 

institusii darii subi sistemi peradilani pidanai mempunyaii fungsii strategisi 

sebagaii pelaksanaani pidanai sekaligusi sebagaii tempati pembinaani bagii 

narapidana.i Lembagai Pemasyarakatani merupakani Uniti Pelaksanai Teknisi 

dii bawahi Direktorati Jenderali Pemasyarakatani Kementeriani Hukumi dani 

Haki Asasii Manusia.i Penghunii Lembagai Pemasyarakatani adalahi 

narapidanai (napi)i ataui Wargai Binaani Pemasyarakatani (WBP)i yangi statusi 

hukumnyai sudahi diputuskani olehi pengadilan. 

Berdasarkani Undang-undangi Republiki Indonesiai setiapi Lembagai 

Pemasyarakatani wajibi melaksanakani pembinaani terhadapi narapidana,i 

pembinaani yangi diberikani kepadai narapidanai tertuangi dalami Undang-

undangi Republiki Indonesiai Nomori 12i Tahuni 1995i Pasali 1i Ayati (1)i 

menyatakani bahwai “Pemasyarakatani adalahi kegiatani untuki melakukani 

pembinaani terhadapi wargai binaani masyarakati berdasarkani sistemi 

kelembagaani dani carai pembinaani dalami tatai peradilani pidana”.i Pasali 1i 

Ayati (3)i menjelaskan,i “Lembagai Pemasyarakatani yangi selanjutnyai 

disebuti Lapasi adalahi tempati untuki melaksanakani pembinaani Narapidanai 

dani anaki didiki pemasyarakatan”. 

Berdasarkani Pasali dii atas,i diketahuii bahwa,i Lembagai 

pemasyarakatani bukani untuki semata-matai memidanai orang,i melainkani 
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jugai sebagaii tempati untuki membinai narapidanai agari menjadii manusiai 

seutuhnya,i menyadarii kesalahan,i memperbaikii diri,i tidaki mengulangii 

tindaki pidanai sehinggai dapati diterimai kembalii olehi lingkungani 

masyarakat,i dapati aktifi berperani dalami pembangunan,i hidupi secarai wajari 

sebagaii wargai yangi baiki dani bertanggungi jawab,i dani siapi terjuni kembalii 

kei masyarakatnyai kelak. 

Pembinaani narapidanai mempunyaii artii memperlakukani seseorangi 

yangi berstatusi narapidanai untuki dibanguni agari bangkiti menjadii orangi 

yangi baik.i Atasi dasari pembinaani yangi demikiani itui sasarani yangi perlui 

dibinai adalahi pribadii dani budii pekertii narapidana,i yangi didorongi untuki 

membangkitkani rasai hargai dirii padai dirii sendirii dani orangi lain,i sertai 

mengembangkani rasai tanggungi jawabi untuki menyesuaikani dirii dengani 

kehidupani yangi tentrami dani sejahterai dalami masyarakat,i dani selanjutnyai 

berpotensii untuki menjadii manusiai yangi berpribadii luhuri dani bermorali 

tinggii (Bambangi Purnomo,i 2006:187). 

Maraknyai perkelahiani antari wargai binaani yangi terjadii dii 

Lembagai Pemasyarakatani sungguhi menariki perhatiani masyarakat.i 

Banyaki kasusi perkelahiani antarai wargai binaani yangi membawai kematiani 

wargai binaani laini maupuni wargai binaani itui sendiri.i Dapati dicatati adai 

beberapai kasusi perkelahiani antarai wargai binaani yangi menjadii perhatiani 

mediai massai nasionali baiki berupai mediai elekroniki maupuni mediai surati 

kabar.i Contohnyai perkelahiani yangi terjadii dii LP,i antarai laini dii LPi 

Gunungi Sarii (Ujungi Pandang),i LPi Tangerang,i LPi Lahat,i LPi Tanjungi 



 4 

Gustai (Medan),i i Rutani Sialangi Bungkuki Pekanbarui dani masihi banyaki 

kejadiani lainnya.i Akibati darii perkelahiani antari wargai binaani inii berakhiri 

tragis,i yaknii kematiani dani luka-lukai yangi dialamii parai napii yangi terlibati 

ataui mungkini napii laini yangi tidaki tahui menahui atasi masalahi yangi 

diributkan. 

Kasusi perkelahiani antari wargai binaani jugai terjadii dii Lembagai 

pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru.i Penyebabi utamai perkelahiani antari 

wargai binaani dii Lembagai pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui adalahi 

overi kapasitasi dani jugai dipengaruhii kecemburuani sosial,i salingi ejek,i dani 

persaingani antari kamar.i Untuki lebihi jelasnyai jumlahi tahanani dani 

narapidanai Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui i dapati dilihati 

padai Tabeli 1.1i berikuti ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru Tahun 2018 

 

No Periode Tahanan Napi Total Kapasitas 

1 Januari 17 1723 1740 771 

2 Februari 17 1754 1771 771 

3 Maret 16 1723 1739 771 

4 April 17 1652 1669 771 

5 Mei 16 1658 1674 771 

6 Juni 16 1715 1731 771 

7 Juli 15 1759 1774 771 

8 Agustus 12 1750 1762 771 

9 September 11 1750 1761 771 

10 Oktober 11 1746 1757 771 

11 November 10 1740 1750 771 

12 Desember 10 1744 1754 771 

    Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2018. 
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Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Pekanbaru mengalami keadaan over kapasitas, dimana jumlah 

penghuninya jauh melebihi kapasitas dari yang telah disediakan. Kondisi ini 

menyebabkan warga binaan cendrung tidak stabil, stres dan tertekan 

menghadapi masa kurungan ditambah harus tinggal berdesak-desakkan dan 

berbagi dengan narapidana lainnya, sehingga sangat rentan menimbulkan 

perkelahian. Selain jumlah narapidana yang melebihi batas, jumlah petugas 

penjagaan yang ada juga menambah kompleksitas permasalahan yang 

terjadi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. 

Darii sekiani banyaki narapidanai dani tahanani dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i lebihi kurangi 75%i ataui sekitari 

1.315i orangi darii narapidanai dani tahanani masuki karenai keterlibatannyai 

dengani nakotikai dani psikotropika.i Berdasarkani hasili pengamatani penulis,i 

narapidanai dani tahanani narkobai inii membentuki kelompok-kelompok.i 

Olehi karenai itu,i kalaui terjadii perkelahiani antarai sesamai wargai binaani itui 

lebihi disebabkani karenai adanyai persaingani antari kelompok,i artinyai 

kepentingani kelompoknyai terusik. 

Perkelahiani antari wargai binaani dii Lembagai Pemasyarakatani tentui 

sajai mencideraii prosesi hukumi yangi berlangsungi bagii wargai binaani 

tersebuti dani telahi melanggari hak-haki yangi melekati padai dirii wargai 

binaani dani melanggari peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i 

Disinilahi munculi ketidaksesuaiani antarai apai yangi diharapkani (dasi sollen)i 
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dengani kenyataani yangi adai dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi 

Pekanbarui (dasi sein).i  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal 

tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul: 

"Tinjauan Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru". 

 

B. Masalah Pokok 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pokok sebagai berikut: 

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

2. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi perkelahian antar warga binaan 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah pokok yang telah penulis kemukakan 

tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga 

binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui upaya mengatasi perkelahian antar warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan 

dibidang hukum pidana, khususnya tentang perkelahian antar warga 

binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, 

penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi 

rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud 

akan melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkelahian antar 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum 

di Universitas Islam Riau. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, 

karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 

tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat 

dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di 

Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-

beda. 
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Pembentuki Undang-Undangi dalami berbagaii perundang-undangani 

menggunakani perkataani tindaki pidanai sebagaii terjemahani darii strafbaari 

feiti tanpai memberikani sesuatui penjelasani mengenaii apai yangi sebenarnyai 

dimaksudi dengani perkataani tindaki pidanai tersebut.i Secarai harfiahi 

perkataani tindaki pidanai dapati diterjemahkani sebagaii sebagiani darii suatui 

kenyataani yangi dapati dihukum.i Akani tetapi,i diketahuii bahwai yangi dapati 

dihukumi sebenarnyai adalahi manusiai sebagaii pribadii dani bukani 

kenyataan,i perbuatan,i ataupuni tindakani (P.A.F.i Lamintang,i 2011:181). 

Moeljatnoi (2011:97)i menerjemahkani istilahi strafbari feiti dengani 

perbuatani pidana,i menuruti pendapati beliaui istilahi perbuatani pidanai 

adalahi perbuatani yangi dilarangi olehi suatui aturani hukumi larangani manai 

yangi disertaii ancamani sanksii yangi berupai pidanai tertentu,i bagii barangi 

siapai yangi melanggari larangani tersebut.i Menuruti Wirjonoi Prodjodikoroi 

(2003:33)i bahwai dalami perundang-undangani formali Indonesia,i istilahi 

peristiwai pidanai pernahi digunakani secarai resmii dalami Undangi undangi 

Dasari Sementarai 1950,i yaknii dalami Pasali 14i ayati 1.i Secarai substantifi 

pengertiani darii istilahi stansif,i pengertiani darii istilahi peristiwai pidanai 

lebihi menunjuki kepadai suatui kejadiani yangi dapati ditimbulkani olehi 

perbuatani manusiai maupuni olehi gejalai alam. 

Teguhi Prasetyoi (2003:49)i merumuskani bahwai tindaki pidanai 

adalahi perbuatani yangi olehi aturani hukumi dilarangi dani diancami dengani 

pidana.i Pengertiani perbuatani disinii selaini perbuatani yangi bersifati aktifi 

melakukani sesuatui yangi sebenarnyai dilarangi olehi hukumi dani perbuatani 
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yagi bersifati pasifi tidaki berbuati sesuatui yangi sebenarnyai diharuskani olehi 

hukum4.i Menuruti Pompei perkataani tindaki pidanai secarai teoritisi dapati 

dirumuskani sebagaii suatui pelanggarani normai ataui gangguani terhadapi 

tertibi hukumi yangi dengani sengajai telahi dilakukani olehi seorangi pelakui 

yangi penjatuhani hukumani terhadapi pelakui tersebuti adalahi perlui demii 

terpeliharanyai tertibi hukumi dani terjaminnyai kepentingani hokum. 

Pompei mengatakani bahwai tindaki pidanai adalahi suatui pelanggarani 

normai (gangguani terhadapi tertibi hukum)i yangi dengani sengajai ataupuni 

dengani tidaki sengajai telahi dilakukani olehi seorangi pelakui dimanai 

perbuatani tersebuti dapati dijatuhii hukumani (P.A.F.i Lamintang,i 2011:182).i 

Moeljatnoi (1993:2)i menggunakani istilahi perbuatani pidana,i sebagaii 

perbuatani yangi dilarangi olehi satuani aturani hukum,i larangani manai yangi 

disertaii ancamani (sanksi)i berupai pidanai tertentu,i bagii barangi siapai 

melanggari larangani tersebut. 

Menuruti Pompei tindaki pidanai secarai teoritisi dapati dirumuskani 

sebagaii suatui pelanggarani normai (gangguani terhadapi atasi tertibi hukum)i 

yangi dengani sengajai maupuni tidaki sengajai telahi dilakukani olehi seorangi 

pelaku,i dimanai penjauthani hukumani pelakui tersebuti adalahi perlui demiki 

terpeliharanyai tertibi hukumi dani terjaminnyai kepentingani hukumi (P.A.F.i 

Lamintang,i 2011:182).i Sementarai Jonkersi merumuskani bahwai tindaki 

pidanai (Strafbaarfeit)i sebagaii peristiwai pidanai yangi diartikannyai sebagaii 

suatui perbuatani yangi melawani hukumi (wederrechttwlijk)i yangi 
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berhubungani dengani kesengajaani ataui kesalahani yangi dilakukani olehi 

orangi yangi dapati dipertanggungjawabkani (Amiri Ilyas,i 2012:20). 

S.R.i Sianturii berpendapati bahwai tindaki pidanai adalahi sebagaii 

suatui tindakani pada,i tempat,i waktu,i dani keadaani tertentui yangi dilarangi 

(ataui diharuskan)i dani diancami dengani pidanai olehi undang-undangi 

bersifati melawani hukum,i sertai dengani kesalahani dilakukani olehi 

seseorangi (yangi bertanggungjawab).i Sedangkani menuruti Vani Hamel,i 

deliki (tindaki pidana)i adalahi kelakuani manusiai yangi dirumuskani dalami 

undang-undang,i melawani hukumi yangi patuti dipidanai dani dilakukani 

dengani kesalahani (Amiri Ilyas,i 2012:25). 

Berdasarkani pendapati Moeljatnoi dii atasi penulisi dapati 

menyatakan,i bahwai menuruti moeljatno,i suatui perbuatani dapati 

dikategorikani tindaki pidanai apabilai perbuatani itui memenuhii unsur-unsur:i  

a. Perbuatani tersebuti dilakukani olehi manusia. 

b. Memenuhii rumusani undang-undangi (syarati formil). 

c. Bersifati melawani hukumi (syarati materiil). 

Sedangkani menuruti Kanteri bahwai tindaki pidanai tersebuti 

mempunyaii 5i (lima)i unsuri yaitu: 

1) Subjek. 

2) Kesalahan. 

3) Bersifati melawani hukumi darii suatui tindakan. 

4) Suatui tindakani yangi dilarangi ataui diharuskani olehi Undang-Undangi 

dani terhadapi pelanggarannyai diancami dengani pidana. 



 11 

5) Waktu,i tempat,i dani keadaani (unsuri objektifi lainnya)i (Kanter,i E.Y.i 

dani S.R.i Sianturi,i 2002:45). 

Pemidanaani merupakani bagiani terpentingi dalami hukumi pidana,i 

karenai merupakani puncaki darii seluruhi prosesi pertanggungjawabkani 

seseorangi yangi telahi bersalahi melakukani tindaki pidana.i Hukumi pidanai 

tanpai pemidanaani berartii menyatakani seseorangi bersalahi tanpai akibati 

yangi pastii terhadapi kesalahnnyai tersebut,i dengani demikiani konsepsii 

tentangi kesalahani mempunyaii pengaruhi yangi signifikani terhadapi 

pengenaani pidanai dani prosesi pelaksanannnya.i Jikai kesalahani dipahamii 

sebagaii “dapati dicela”i makai disinii pemidanaani merupakani perwujudani 

darii celaani tersebuti (Chairuli Huda,i 2006:125). 

Teori-teorii mengenaii penjatuhani pidana,i adai 3i golongani utamai 

yangi membenarkani penjatuhani pidana: 

1. Teorii absoluti ataui teorii pembalasani (vergeldingi theorien),i teorii 

obsoluti adalahi teorii yangi tertuai dani telahi berlangsungi beberapai 

abad.i Menuruti teorii inii pidanai dipandangi sebagaii pembalasani 

terhadapi orangi yangi melakukani pidanai (Masruchini Ruba’i,i 1997:16). 

2. Teorii relativei ataui tujuani (doeltheorien.i Menuruti teorii relatif,i pidanai 

dimaksudkani untuki suatui tujuani yangi bermanfaati yaitui melindungii 

masyarakati dani memberikani pengayoman.i Dalami teorii inii terdapati 

prevensii khususi dani prevensii umum.i Preverensii khususi bertujuani i 

mencegahi niati buruki pelakui tindaki pidanai untuki tidaki mengulangii 

tindaki pidanai yangi pernahi dilakukani sedangkani prevensii umumi 
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bertujuani agari orang-orangi padai umumnyai tidaki melakukani tindaki 

pidana.i pencegahani ataui deterrencei terhadapi kejahatani padai 

dasarnyai dapati dibagii menjadii 2i (dua)i katagori,i yaitui individuali 

deterrencei dani generali deterrence.i Individuali deterrencei ataui seringi 

disebuti prevensii spesiali ditujukani bagii terpidana.i Dalami hali ini,i 

pidanai bertujuani untuki mempengaruhii pelakui supayai menjadii orangi 

yangi lebihi baiki dani bergunai bagii masyarakat. 

3. Teorii gabungani (verenigingsi theorien),i tujuani dijatuhkannyai pidanai 

menuruti teorii gabungani tidaki hanyai sekedari untuki pembalasani 

sematai tetapii jugai dimaksudkani untuki tujuani yangi bermanfaat.i Jadii 

selaini untuki membalasi perbuatani pelakui tindaki pidana,i penjatuhani 

pidanai jugai bertujuani agari pelakui tindaki pidanai tidaki mengulangii 

kesalahani yangi pernahi diperbuatnyai dani mencegahi agari orang-orangi 

padai umumnyai tidaki melakukani tindaki pidanai (Andii Hamah,i 

1983:26). 

Lembagai Pemasyarakatani selaini sebagaii tempati pemidanaani jugai 

berfungsii untuki melaksanakani programi pembinaani terhadapi narapidana,i 

dimanai melaluii programi yangi dijalankani diharapkani narapidanai yangi 

bersangkutani telahi kembalii kemasyarakati dapati menjadii wargai yangi 

bergunai dimasyarakat.i Pembinaani adalahi kegiatani untuki meningkatkani 

kualitasi ketaqwaani kepadai Tuhani Yangi Mahai Esa,i intelektual,i dikapi dani 

perilaku,i profesional,i kesehtani jasmanii dani rohanii narapidani dani anaki 

didiki pemasyarakatani (i Pasali 1i ayati 1i Peraturani Pemerintahi Nomori 31i 
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Tahuni 1999i tentangi Pembinaani dani Pembimbingani Wargai Binaani 

Pemasyarakatan). 

Pemasyarakatani menuruti Pasali 1i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 

12i tahuni 1995i tentangi Pemasyarakatan,i adalahi kegiatani untuki melakukani 

pembinaani Wargai Binaani Pemasyarakatani berdasarkani sistem,i 

kelembagaan,i dani carai pembinaani yangi merupakani bagiani akhiri darii 

sistemi pemidanaani dalami tatai peradilani pidana. 

Menuruti Kementeriani Hukumi dani HAMi dalami bukunyai “polai 

pembinaani narapidanai atasi tahanan“,i menyebutkan:i pemasyarakatani 

adalahi bagiani darii tatai peradilani pidanai darii segii pelayanani tahanan,i 

pembinaani (narapidana),i anaki Negarai dani bimbingani klieni 

kemasyarakatani yangi dilaksanakani secarai terpadui (dilaksanakani bersama-

samai dengani semuai aparati penegaki hukum)i dengani tujuani agari merekai 

setelahi menjalanii masai pidananyai dapati kembalii menjadii wargai 

masyarakati yangi baiki (Tolibi Setiady,i 2010:135). 

Lahirnyai sistemi pemasyarakatani diakuii dani ditetapkani bertepatani 

dengani dilaksanakannyai konferensii kerjai jawatani kepenjaraani seluruhi 

Indonesiai dii Lembang-Bandungi padai tanggali 27i Aprili 1964.i Salahi satui 

putusani yangi ditetapkani adalahi bahwai padai setiapi tanggali 27i Aprili 

diperingatii sebagaii harii lahirnyai sistemi pemasyarakatani (Tolibi Setiady,i 

2010:137). 
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Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan 

adalah: 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 

batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 

pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baik dan bertanggung jawab.  

 

Dalami melaksanakani sistemi pemasyarakatani tersebuti dibutuhkani 

Lapasi (Lembagai Pemasyarakatan)i yangi berfungsii sebagaii tempati untuki 

melaksanakani pembinaani Narapidanai dani Anaki Didiki Pemasyarakatan.i 

Narapidanai sendirii adalahi manusiai biasai yangi karenai kesalahannyai 

melanggari hukumi olehi hakimi dijatuhii pidana.i Selaini itui dalami sistemi 

pemasyarakatani seorangi narapidanai tetapi diakuii sebagaii anggotai 

masyarakati sehinggai dalami pembinaannyai tidaki bolehi diasingkani darii 

kehidupani bermasyarakati (Dwidjai Prijatno,i 2006:87). 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mempunyai dasar hukum sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Binaan Kemasyarakatan. 
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4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 tahun 1998 

tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban dan syarat-syarat 

Pembimbing Kemasyarakatan. 

5. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 

tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. 

6. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 tahun 

1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. 

Sistem pemasyarakatan mengadung tiga unsur, yaitu 1) petugas 

sebagai pembina; 2) napi; dan 3) masyarakat. Tiga unsur tersebut 

merupakan salah satu penentu keberhasilan proses pemasyarakatan napi 

sampai lepas kembali kemasyarakat (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopatan 

Simorangkir, 1995:34). 

Pembinaan napi menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari 

pembinaan di dalam lembaga yang meliputi: pendidikan agama, pendidikan 

umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, 

kepramukaan, latihan kerja, assimilasi. Sedangkan pembinaan di luar 

lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, 

penelitian kemasyarakatan, bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil 

yang diputuskan/ditetapkan oleh Hakim yang ditempatkan di luar LP dalam 

rangka assimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar, bimbingan 

terhadap napi/anak didik yang berada di luar LP dalam rangka assimilasi 

atau integrasi dengan masyarakat luar, bimbingan terhadap napi/anak didik 

yang mendapat lepas bersyarat, bimbingan kepada bekas napi/anak didik 
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yang memerlukan (aftercare). Kalau kita melihat proses pemasyarakatan 

dengan kurikulum yang tersedia, hal tersebut sudah memenuhi persyaratan 

untuk menjadi ukuran keberhasilan pembinaan, kalau hal ini didukung oleh 

sarana, baik itu sarana fisik, personalia, administrasi dan keuangan ( Nanang 

Dwi Hendras Wibowo, 2008:11). 

Perkelahian antar sesama warga binaan disebabkan oleh sistemnya 

tidak berfungsi karena terbatasnya tenaga petugas/pembina yang profesional 

di bidangnya, keterbatasan sarana antara lain: peralatan kerja, alat-alat 

musik, buku-buku pendidikan agama dan umum. Kurangnya sarana dan 

prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya 

perkelahian sesama warga binaan, yang tidak saja merugikan warga binaan 

serta keluarga, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Korban 

perkelahian juga warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang 

sama untuk menikmati ketenangan dan rasa aman walaupun saat menjalani 

pidana. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan berfungsi merubah sifat 

mereka agar dapat berfikir dengan baik, karena perkelahian akan merugikan 

diri mereka sendiri dan orang lain. Perkelahian antar sesama warga binaan 

tersebut, biasanya mendapatkan konsekwensi hukum dari Lembaga 

Pemasyarakatan yang mereka tempati. 
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E.  Konsep Operasional 

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan, maka 

dioperasionalkan istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Tinjauan adalah pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 

data, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif untuk memcahkan suatu persoalan (https://id.wikipedia.org, 2019). 

Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan 

tidak kriminal (https://id.wikipedia.org, 2019). 

Perkelahian adalah suatu suatu perbuatan yang dilakukan dua orang 

atau lebih, baik perbuatan itu dilakukan denngan memukul, menendang, 

menuruk dengan benda tumpul atau tajam yang mana semua itu dapat 

mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban. 

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik 

Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka (5) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan). 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan 

berdasarkan sistem kelembagaan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). 
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F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian. 

Ditinjaui darii jenisnyai metodei yangi dipergunakan,i penelitiani inii 

termasuki penelitiani observasionali researchi dengani carai survai,i sebabi 

pengumpulani datai dilakukani dengani carai turuni langsungi kelapangani 

untuki mengumpulkani datai yangi dijadikani bahani dalami penulisani 

penelitiani ilmiahi ini,i yaitui dengani menggunakani alati pengumpuli datai 

berupai kuesioneri dani wawancarai langsungi dengani pihak-pihaki yangi 

terlibati dalami penelitiani ini. 

Sedangkani sifati penelitiani inii dalahi deskriptifi analitisi yaitui 

memberikani gambarani secarai rincii tentangi faktori penyebabi yangi 

mendasarii terjadinyai perkelahiani antari wargai binaani dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbarui dani upayai untuki mengatasii 

masalahi perkelahiani antari wargai binaani dii Lembagai Pemasyarakatani 

Kelasi IIi Ai Pekanbaru. 

2. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi ini dimaksudkan untuk membatasi daerah dari 

variable-variabel yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas 

seringnya terjadi perkelahian antar warga binaan dan over kapasitas. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi ialah: 

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

2. Kepala Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)  

3. Petugas keamanan 

4. Warga Binaan  

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, karena 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, dalam penelitian ini penulis 

mengambil sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Untuk lebih jelasnya populasi dan responden dalam penelitian ini, dapat 

dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Daftar Populasi dan Sampel 

 

No Populasi 
Jumlah 

Responden 
Jumlah Sampel 

1 Kepala Lapas 1 orang - 

2 Kepala Seksi Pengamanan 

Lapas (KPLP) 
1 orang - 

3 Petugas keamanan 49 orang 15 orang 

4 Warga binaan yang berkelahi 51 orang 25 orang 

Jumlah 102 orang 40 orang 

Sumber : Data Olahan, 2019. 
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4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakn sumber data yang dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuisioner dan 

wawancara kepada responden. Dalam penelitian data primer penulis 

peroleh secara langsung dari hasil kuisioner dan wawancara dengan 

responden. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku literatur, 

peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah lainnya serta 

sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah 

disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan. 

5. Alat Pengumpul Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggung 

jawabkan kebenarannya maka penulis menggunakan alat pengumpul data 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner,i yaitui pengumpulani datai dengani menggunakani daftari 

pertanyaani secarai tertulisi yangi diajukani kepadai respondeni baiki secarai 

langsungi maupuni tidaki langsungi untuki mendapatkani informasii yangi 

diperlukan.i Dalami penelitiani inii daftari pertanyaani diajukani kepadai 

petugasi keamanani dani wargai binaani Lembagai Pemasyarakatani Kelasi 

IIi Ai Pekanbaru. 

2. Wawancara,i yaitui suatui carai pengumpulani datai yangi digunakani 

untuki memperolehi informasii langsungi darii sumbernya.i Dalami 
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penelitiani inii penulisi melakukani tanya-jawabi secarai langsungi dengani 

Kepalai Lembagai Pemasyarakatan,i Kepalai Seksii Kesatuani 

Pengamanani Lembagai Pemasyarakatani (KPLP). 

6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah penulis peroleh, penulis bagi menjadi dua kelompok 

berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner penulis uraikan dalam bentuk tabel yang merupakan data 

kuantitatif, sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis 

uraikan dalam dalam bentuk uraian kalimat yang merupakan data kualitatif. 

Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara melakukan perbandingan 

terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta pendapat para ahli, dan 

dimana pada bagian akhir penulis membuat suatu kesimpulan dengan cara 

induktif, yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya khusus menuju 

kepada hal-hal yang bersifat umum. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Tentang Kriminologi 

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya 

adalah kejahatan dan kata logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara 

etimologi, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang seluk beluk kejahatan, hal inilah yang menimbulkan 

pemahaman yang senantiasa mengidentikkan kriminologi dengan perilaku 

kejahatan. 

Selain secara etimologi, ada berbagai macam bentuk definisi 

krimonologi yang dikembangkan oleh para ahli hukum diantaranya adalah: 

Menurut Edwin H.Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani 

Zulfa, 2000:9) kriminologi adalah :  

Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan 

kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses 

perbuatan hukum, pelangggaran hukum dan reaksi atas 

pelanggaran hukum. 

 

Menurut Wolfgang (Eva Achjani Zulfa, 2002:9) mengemukakan 

bahwa :  

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 

yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 

tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 

menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-

keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang 

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 

masyarakat terhadap keduanya.  
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Selanjutnyai menuruti Noachi (Evai Achjanii Zulfa,i 2002:9)i 

merumuskani definisi: 

Kriminologii adalahi ilmui pengetahuani tentangi perbuatani jahati 

dani perilakui tercelai yangi menyangkuti orang-orangi yangi terlibati 

dalami perilakui jahati dani perbuatani tercelai itu. 

 

Ahlii kriminologii J.M.i vani Bemmeleni (Moeljatno,i 1986:4)i 

mengemukakani bahwa:i  

Kriminologii merupakani tiapi kelakuani yangi merugikani (merusak)i 

asusilai yangi menimbulkani kegoncangani yangi sedemikiani besari 

dalami suatui masyarakati tertentui sehinggai masyarakati itui berhaki 

mencelai dani mengadakani perlawanani terhadapi perlakuani 

tersebuti dengani jalani menjatuhkani dengani sengajai suatui nestapai 

(penderitaan)i terhadapi pelakui kejahatan. 

 

Laini halnyai dengani pendapati Noachi mengenaii kajiani 

kriminologi.i Noahi membagii kriminologii menjadii 2i (dua)i pengertiani 

kriminologii dalami artii luasi dani kriminologii dalami artii 

sempit.kriminologii dalami artii sempiti merupakani suatui ilmui 

pengetahuani tentangi bentuk-bentuki perwujudani sebab-sebabi dani akibati 

kriminalitas.i Jadii sesuaii dengani pengertiani diatasi bahwai kriminologii 

menuruti Noachi (Evai Achjanii Zulfa,i 2002;9)i dibagii menjadii 3i (tiga)i 

dapati diperjelasi dengani adanyai unsur-unsuri yaknii : 

1. Bentuk-bentuki gejalai (fenomena),i bentuk-bentuki gejalai yangi 

mudahi diketahuii ialahi yangi berdasarkani padai norma-normai darii 

ilmui pengetahuani laini sepertii hukumi pidanai dani etika;i  

2. Sebab-sebabi kriminalitasi (etiologii )i yangi berhubungani dengani yangi 

lain-laini gejalai dalami kehidupani individu,i masyarakat,i dani alam;i  
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3. Akibati kriminalitasi sampaii seberapai jauhi dapati dianggapi masihi 

meliputii olehi kriminologi.i  

Berdasarkani darii berbagaii pengertiani dii atas,i makai dapati 

disimpulkani bahwai kriminologii padai dasarnyai merupakani ilmui yangi 

mempelajarii kejahatan,i untuki memahamii sebab-sebabi terjadinyai 

kejahatani sertai upaya-upayai apai yangi dilakukani untuki menanggulangii 

kejahatan. 

B. Tinjauani Tentangi Tindaki Pidanai Perkelahian 

Sebelumi membahasi mengenaii tindaki pidanai perkelahian,i terlebihi 

dahului penulisi menguraikani pengertiani darii tindaki pidanai itui sendirii 

untuki mendapatkani kejelasani mengenaii pengertiani tindaki pidanai 

perkelahian. 

P.A.F.i Lamintangi (1997:181)i menjelaskani mengenaii pengertiani 

tindaki pidanai secarai harfiah,i yaitui :i  

Secarai harfiahi tindaki pidana,i peristiwai pidana,i dani perbuatani 

pidanai merupakani beberapai istilahi darii penterjemahani istilahi 

”strafbaari feit”i kei dalami bahasai Indonesia,i dimanai istilahi 

”strafbaari feit”i terdirii dari:i strafi berartii hukumani (pidana),i baari 

berartii dapati (boleh),i dani feiti berartii peristiwai (perbuatan).i Jadii 

istilahi strafbaari feiti adalahi peristiwai yangi dapati dipidanai ataui 

perbuatani yangi dapati dipidana. 

 

PA.F.Lamintangi (1997:181),i selanjutnyai menguraikani beberapai 

pengertiani mengenaii pengertiani strafbaari feiti darii parai ahlii yakni: 

1. Hazewinkeli Suringa 

Strafbaari feiti adalahi suatui perilakui manusiai yangi suatui saati 

tertentui telahi ditolaki didalami suatui pergaulani hidupi tertentui dani 

dianggapi sebagaii perilakui yangi harusi ditiadakani olehi hukumi 

pidanai dengani menggunakani sarana-saranai yangi bersifati 

memaksai yangi terdapati didalami undang-undang. 
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2. Pompei  

Memberii batasani pengertiani starfbaari feiti adalahi pelanggarani 

normai (i gangguani terhadapi tertibi hukumi )i yangi dengani sengajai 

ataupuni tidaki disengajai telahi dilakukani olehi seseorangi pelakui 

dimanai penjatuhani hukumi terhadapi pelakui tersebuti adalahi perlui 

demii terpeliharanyai tertibi hukumi dani terjaminnyai kepentingani 

umum. 

3. Simons 

Strafbaari feiti adalahi suatui tindakani melanggari hukumi yangi 

telahi dilakukani dengani sengajai ataupuni tidaki disengajai olehi 

seseorangi yangi dapati dipertanggungjawabkani atasi tindakannyai 

dani yangi olehi undang-undangi telahi dinyatakani dengani suatui 

tindakani yangi dapati dihukum.i  

4. Vos 

Strafbaari feiti adalahi suatui kelakuani (gedraging)i manusiai yangi 

dilarangi olehi undang-undangi dani diancami dengani pidana.i  

5. Moeljatno 

Menerjemahkani strafbaari feiti menjadii perbuatani pidanai adalahi 

perbuatani yangi dilarangi olehi suatui aturani hukum,i larangani 

dimanai disertaii ancamani (sanksi)i yangi berupai pemidanaani bagii 

barangi siapai yangi melanggari larangani tersebut.i Ataui dapati jugai 

dirumuskani bahwai perbuatani pidanai adalahi perbuatani yangi olehi 

suatui aturani hukumi dilarangi dani diancami pidana. 

6. Roeslani Salehi :i  

Memberii batasani perbuatani pidanai adalahi perbuatani yangi 

bertentangani dengani tatai ataui ketentuani yangi dikehendakii olehi 

hukum,i syarati utamai darii adanyai perbuatani pidanai adalahi 

kenyataani bahwai adai aturani yangi melarang.i  

7. R.Tresnai :i  

Memberii batasani pengertiani peristiwai pidanai adalahi suatui 

perbuatani ataui suatui rangkaiani perbuatani manusiai yangi 

bertentangani dengani undang-undangi ataui perundang-undangani 

lainnyai terhadapi perbuatani manai diadakani tindakani pemidanaan.i  

8. Ruslii Effendyi :i  

Memberii batasani dengani mempergunakani istilahi peristiwai 

pidanai adalahi suatui peristiwai yangi dapati dikenakani pidanai olehi 

hukumi pidana,i memakaii katai hukumi pidanai tertulisi dani adai 

hukumi pidanai tidaki tertulisi (i hukumi pidanai adati ). 

 

Istilahi tindaki pidanai hanyai menunjukkani kepadai sifati perbuatani 

saja,i yaitui sifati dilarangi dengani ancamani pidanai apabilai dilanggar.i 

Apakahi yangi melanggari itui benar-benari dipidanai sepertii yangi sudahi 

diancamkan,i inii tergantungi kepadai keadaani batinnyai dani hubungani 
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batinnyai dengani tindakannyai itui yaitui dengani kesalahannya.i Jadii tindaki 

pidanai dipisahkani demii pertanggungjawabani pidana.i Laini halnyai 

dengani strafbaari feiti yangi mencakupi pengertiani perbuatani dani 

kesalahan.Bahwai untuki pertanggungjawabani pidanai tidaki cukupi dengani 

dilakukannyai perbuatani pidanai saja,i akani tetapii disampingi itui harusi adai 

kesalahan,i ataui sikapi batini yangi dapati dicelai dani adai pulai asasi hukumi 

yangi tidaki tertulisi ”tidaki dipidanai jikai tidaki adai kesalahan 

Andii Hamzahi (1993:32)i menyamakani strafbaari feiti dengani 

istilahi Inggrisi criminali acti dengani alasani :i  

1. Criminali acti inii jugai berartii kelakuani dani akibat,i ataui dengani katai 

laini sebagaii akibati darii suatui kelakuani yangi dilarangi olehi hukum. 

2. Criminali acti jugai dapati dipisahkani darii pertanggungjawabani pidanai 

yangi dinamakani criminali liabilityi ataui responsibilityi jugai dapati 

dipidananyai seseorangi selaini daripadai melakukani perbuatani pidanai 

orangi itui harusi mempunyaii kesalahani (guilt). 

Berdasarkani penjelasani mengenaii tindaki pidanai diatas,i makai 

penulisi akani menjelaskani mengenaii pengertiani darii tindaki pidanai 

perkelahian.i menuruti Kitabi Undangi Hukumi Pidanai yangi selanjutnyai 

disingkati KUHPidanai padai pasali 182i tidaki menetapkani definisii (artii 

sebenarnya)i daripadai perkelahiani (perkelahiani seorangi lawani seorang),i 

menuruti pengertiani umumi perkelahiani tandingi adalahi perkelahiani yangi 

diaturi dengani peraturan-peraturani tertentui yangi sudahi disetujuii bersamai 

olehi pihaki yangi bersangkutan.i Dalami bahasai asingi disebuti “duel”i yangi 
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ditetapkani mengenaii tempat,i waktu,i senjatai yangi dipakai,i wasiti dani 

saksi. 

Apabilai seseorangi melakukani perangi tandingi makai akani 

dikenakani KUHPi Pasali 182-186i dengani syarat: 

1. Perkelahiani tersebuti dilakukani olehi duai orang. 

2. Tempat,i waktu,i senjatai yangi dipakaii dani saksinyai telahi ditentukani 

sebelumnyai (Prodjodikoro,i 1986:168). 

Apabilai suatui perkelahiani tidaki memenuhii syarat-syarati yangi 

telahi dijelaskani padai dii atasi makai tidaki dapati dijerati dengani Pasali 182-

186i KUHP,i karenai tanpai adanyai unsur-unsuri dii atasi berartii suatui 

perkelahiani itui tidaki i masuki dalami Pasali ini. 

 

C. Tinjauani Tentangi Kepenjaraan 

1.i Sejarahi Kepenjaraan 

Dii Indonesia,i padai awalnyai tidaki dikenali sistemi pidanai penjara.i 

Sistemi pidanai penjarai barui dikenali padai zamani penjajahan.i Zamani 

VOCi jugai tidaki dikenali dengani penjara.i Padai zamani itui yangi dikenali 

adalahi rumahi tahanani yangi digunakani untuki wanitai tunai susila,i 

pengganguran,i ataui gelandangani pemabuk,i dani sebagainya.i Macam-

macami tahanani menuruti Andii Hamzahi adalah: 

a. Buii yangi terdapati dii pinggiri kota.i  

b. Tempati perantaiani (kettingkwartier). 
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c. Tempati menampungi wanitai bangsai belandai yangi melakukani mukahi 

(overspel)i (Andii Hamzah,i 2010:92) 

Perbaikani mulaii dilakukani padai zamani Inggrisi (Raffles).i Bui-buii 

yangi kecili dani sempiti diperbaikii dani didirikani buii dimanai adai 

pengadilan.i Perbaikani diteruskani olehi belandai setelahi berkuasai 

kembali,i diadakani klasifikasi: 

a. Kerjai paksai dengani rantai. 

b. Kerjai paksai dengani upahi (Andii Hamzah,i 2010:92). 

Zamani Hindiai Belandai merupakani awali darii perkembangani 

kepenjaraani yangi dimulaii dengani sistemi diskriminasi,i yaitui dengani 

dikeluarkannyai peraturani umumi untuki golongani bangsai Indonesiai 

(Bumii Putera)i yangi dipidanai kerjai paksai (stbldi 1826i No.i 16),i 

sedangkani untuki golongani bangsai Eropai (Belandai )i berlakui penjara.i 

Adai 2i macami pidanai kerjai paksa: 

a. Kerjai paksai dengani dii rantai 

b. Kerjai paksai biasai dani mendapati makanani tanpai dii upahi (Andii 

Hamzah,i 2010:93). 

Waktui itui penjarai disebuti dengani sebutani bui,i karenai 

merupakani sebagaii tempati penyekapan,i tempati menahani orang-orangi 

yangi disandera,i penjudi,i pemabuk,i gelandangani dani penjahat-penjahati 

lain.i Karenai padai saati itui keadaani buii masihi sangati buruki dani 

menyedihkan,i makai dibentuklahi panitiai untuki menelitii dani membuati 

rencanai perbaikan.i Setelahi bekerjai selamai 5i tahuni yaitui padai tahuni 
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1964,i panitiai inii mengajukani rencanai perbaikani yangi tidaki pernahi 

dilaksanakan.i Diskriminasii perlakuani antarai orangi Pribumii dani Eropai 

(Belanda)i sangati menyolok.i Perawatani jauhi lebihi baiki dani pekerjaani 

lebihi ringani bagii orangi eropa,begitui pulai soali makanan,i kondisii kamari 

penjarai dani fasilitasnya,i jauhi lebihi baiki darii orangi pribumi.i Padai tahuni 

1865i Stoeti Vani Beelei berusahai memperbaikii keadaani penjarai dengani 

mengutusi resideni Riaui untuki meninjaui sistemi penjarai dii Singapura.i 

Dikeluarkanlahi peraturani barui yaitui Stbldi 1871i No.i 28i dengani suatui 

sistemi klasifikasi. 

Padai tahuni 1871i dirancangi ordonansii yangi berisii perbaikani 

menyeluruhi terhadapi administrasii sistemi penjara,i namuni rancangani inii 

tidaki pernahi terwujud.i Kemudiani dibentuki kantori kepenjaraani 

(gestichteni reglement)i antarai tahuni 1907-1961i yangi tercantumi dalami 

Stlbdi 1917i No.708,i mulaii berlakui 1i Januarii 1918.i Reglemeni inilahi 

menjadii dasari peraturani perlakuani terhadapi narapidanai dani carai 

pengelolaani penjara.i Reglemeni inii didasarkani padai Pasali 29i KUHPi 

(Wvs)i yangi terdirii darii kurangi lebihi 114i Pasal. 

Padai tahuni 1918-1942i dalami periodei antarai perangi duniai keduai 

dii Jawai dani Madurai adai 3i jenisi penjarai yaitui : 

a. Centralei gevangenisi strafgevangenisi (penjarai pusat).i Penjarai pusati 

inii menampungi terpidanai yangi agaki berati (lebihi darii 1i tahun)i disitui 

terdapati perusahaani yangi tergolongi besari dani sedangi sertai 

perbengkelan. 
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b. Landgevangenisi (penjarai negeri).i Penjarai inii berfungsii menampungi 

narapidanai yangi tergolongi ringani (dii bawahi 1i tahuni )i pekerjaaani 

yangi dilakukani ialahi kerajinani dani pekerjaani ringani yangi laini sertai 

bengkel-bengkeli kecil.i  

c. Huisi vani bewaringi (rumahi tahanan).i Tempati inii menampungi parai 

tahanani terpidanai kurungani dani terpidanai penjarai yangi ringan.i 

Disinii tidaki adai pekerjaaani yangi pasti.i (Andii Hamzah,i 2010:93). 

Tahuni 1921i bagii narapidanai anak-anaki didirikani ruangani khususi 

untuki yangi berumuri dibawahi 19i tahun,i kemudiani didirikani penjarai 

anak-anaki yangi berumuri dii bawahi 20i tahuni dii Tanggerangi dani dii susuli 

dii padai tahuni 1927i dii Pamekasani dani Ambarawa.i  

Padai zamani pendudukani Jepangi hampiri tidaki adai perubahani 

sistemi kepenjaraan.i Hanyai pekerjaani narapidanai banyaki dimanfaatkani 

untuki kepentingani militeri Jepang.i Pekerjaani untuki memenuhii 

kebutuhani sendirii dipenjarai dani untuki kebutuhani tentarai jepangi 

ditingkatkan,i sepertii bertani,i menangkapi ikani dii laut,i termasuki jugai 

narapidanai wanitai dani anak-anak.i Keadaani inii sangati menyedihkan,i 

kurangi makan,i tetapii harusi bekerjai keras.i Pekerjaani kerajinani jugai 

ditingkatkani terutamai untuki kepentingani tentarai Jepangi (Andii Hamzah,i 

2010:93) 

Sistemi pemenjaraani setelahi Indonesiai merdekai adai 2i (dua)i 

macam,i yangi satui dii daerahi Republiki dani yangi laini beradai dii daerahi 

yangi didudukii Belanda.i Keadaani tidaki banyaki berbedai darii keadaani 
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sebelumi perang.i Penjarai dikelolai sepenuhnyai sesuaii dengani Reglemeni 

Kepenjaraani Tahuni 1917i Nomori 798,i usahai kearahi sistemi khususi 

terpidanai dii penjarai agari tidaki melakukani kejahatani (detterenti )i dani 

untuki prevensii umumi agari masyrakati takuti untuki berbuati kejahatan. 

Narapidanai ditempatkani disampingi sel-seli yangi terbatasi 

jumlahnya,i jugai dii bangsal-bangsali yangi penuhi sesaki berbagaii tipei 

penjahati sehinggai perkelahiani dani pemerasani antari narapidanai banyaki 

terjadi.adai golongani “jagoan”i yangi menjadii “raja”i dii dalami penjarai 

yangi seringi memerasi sesamanya,i baiki fisiki maupuni dalami pemerasani 

uang,i barang,i ataui makanani kepadani keluargai narapidanai (Andii 

Hamzah,i 2010:94). 

2.i Perkembangani Kepenjaraan 

Sistemi kepenjaraani adalahi sistemi perlakuani terhadapi terhukumi 

(narapidana),i dimanai sistemi inii adalahi merupakani tujuani darii pidanai 

penjara.i Bagii merekai yangi telahi terbuktii melakukani tindaki pidanai dani 

kemudiani olehi Pengadilani dijatuhii hukumani (pidana),i makai olehi 

Pengadilani orangi yangi dijatuhii hukumani tadii itui kemudiani dikirimi kei 

penjarai untuki melaksanakani dani menjalanii hukumannyai sampaii habisi 

masai pidananya.i Dii tempati inii orangi yangi bersalahi tadii diperlakukani 

sedemikiani rupai dengani mempergunakani sistemi perlakuani tertentui 

(berupai penyiksaani dani hukuman-hukumani badani lainnya)i dengani 

harapani agari sii terhukumi betul-betuli merasai tobati dani jerai sehinggai 
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kemudiani tidaki akani melakukani perbuatan-perbuatani yangi 

menyebabkani iai masuki penjarai (A.Widiadai Gunakaya,i 2006:41). 

Melindungii masyarakati darii segalai bentuki kejahatani yangi 

merupakani politiki kriminali Pemerintahi terhadapi usahai pengurangani 

kejahatan.i Olehi karenai itui dii dalami sistemi kepenjaraani perlakuani 

terhadapi terhukumi (narapidana)i dani terhadapi anaki didiki dilaksanakani 

dengani sangati tidaki manusiawii dani tidaki mengenali perikemanusiaan,i 

namuni hali inii dapati dimaklumii karenai dii dalami sistemi kepenjaraani 

mengandungi prinsipi bahwai parai narapidanai adalahi merupakani objeki 

semata-mata,i disampingi tujuani pemerintahi padai waktui itui (pemerintahi 

kolonial)i pidanai yangi dijatuhkani terhadapi orang-orangi hukumani adalahi 

merupakani tindakani balasi dendami darii negara,i sehinggai dii dalami 

pelaksanaani hukumani dii penjarai masalahi haki asasii manusiai samai sekalii 

tidaki dii indahkani (A.Widiadai Gunakaya,i 2006:43). 

Konsepi sistemi kepenjaraani sertai penerapannyai jikai dihubungkani 

dengani situasii dani kondisii negarai Indonesiai dewasai inii yangi notai benei 

sudahi merdekai darii penjajahan,i makai sudahi selayaknyai sistemi 

kepenjaraani tersebuti digantii dengani sistemi yangi sesuaii dengani sistemi 

sosiali negarai Indonesiai (A.Widiadai Gunakaya,i 2006:55). 

Dii Lembang,i Bandungi padai tanggali 17i Aprili sampaii dengani 7i 

Meii 1964i diadakani Konferensii Dinasi Direktorati Pemasyarakatan.i 

Konferensii tersebuti mengeluarkani hasili berupai suatui sistemi perlakuani 
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terhadapi narapidanai dii Indonesiai yangi berdasarkani Pancasilai yangi 

disebuti sistemi pemasyarakatan. 

Sistemi Pemasyarakatani merupakani suatui prosesi therapoutiei 

yangi dilaksanakani berdasarkani asasi kemanusiaan,i pancasila,i 

pengayoman,i dani Tuti Wurii Handayanii (Bambangi Purnomo,i 2006:125).i 

Perubahani namai mengakibatkani berubahi pulai tujuani darii sistemi 

kepenjaraani menjadii sistemi pemasyarakatan.i Dalami sistemi 

pemasyarakatani tujuannyai bukani lagii untuki penjara,i melainkani 

dimaksudkani untuki pembinaan.i Pembinaani dilakukani sebagaii persiapani 

untuki hidupi kembalii dii tengahi masyarakati secarai wajari dani 

bertanggungi jawab.i Tujuani pidanai penjarai tersebuti untuki menimbulkani 

deritai padai narapidanai dengani menghilangkani kemerdekaannya,i jugai 

untuki membimbingi narapidanai agari bertobati dani mendidiki narapidanai 

menjadii anggotai masyarakati yangi bergunai (A.i Widiadai Gunakaya,i 

2006:55). 

Pelaksanaani sistemi pemasyarakatani walaupuni masihi mengenali 

klasifikasii narapidana,i tetapii klasifikasii tersebuti dibatasii dengani bentuki 

tahapani pembinaani yangi disebuti prosesi pemasyarakatan.i Dasari 

pemikirani pembinaani itui sendirii berpatokani padai “10i prinsipi 

pemasyarakatan”,i yaitu: 

1) Ayomii dani berikani hidupi agari merekai dapati menjalankani perannyai 

sebagaii wargai masyarakati yangi baik. 

2) Penjatuhani pidanai tidaki lagii didasarii latari belakangi pembalasan. 
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3) Berikani bimbingani bukani penyiksaani supayai merekai bertobat. 

4) Negarai tidaki berhaki membuati merekai lebihi buruki ataui lebihi jahati 

daripadai dijatuhii pidana. 

5) Selamai kehilangani dibatasii kemerdekaani bergeraknyai parai 

narapidanai dani anaki didiki tidaki bolehi diasingkani darii masyarakat. 

6) Pekerjaani yangi diberikani narapidanai dani anaki didiki tidaki bolehi 

sekedari mengisii waktu. 

7) Pembinaani dani bimbingani yangi diberikani kepadai narapidanai dani 

anaki didiki adalahi berdasarkani Pancasila. 

8) Narapidanai dani anaki didiki bagaikani orangi sakit,i perlui diobatii agari 

merekai sadari bahwai pelanggarani hukumi yangi pernahi dilakukani 

adalahi merusaki dirinya,i keluarganya,i dani lingkungannyai kemudiani 

dibinai dani dibimbingi kei jalani benar. 

9) Narapidanai dani anaki didiki hanyai dijatuhii pidanai berupai membatasii 

kemerdekaani dalami jangkai waktui tertentu. 

10) Untuki pembinaani dani bimbingani narapidanai dani anaki didik,i makai 

disediakani sarai yangi diperlukani (Hamzahi dani Sitii Rahayu,i 

1983:87). 

Agari berhasili pemasyarakatani diselenggarakani dengani sistemi 

integrasii dengani masyarakat,i makai harusi adai usahai timbali balik,i baiki 

darii lembagai maupuni darii masyarakat.i Semuai itui merupakani suatui 

ketentuani usaha.i Pemasyarakatani tidaki hanyai diselenggarakani demii 

kepentingani narapidanai tetapii justrui demii kepentingani masyarakat.i Olehi 
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karenai itu,i darii masyarakati diharapkani akani pengertiannya,i bantuannyai 

dani bahkani jugai tanggungjawabnyai dalami menyelenggarakani 

pembinaani narapidana,i sebabi suatui pelanggarani hukumi selaini 

tergantungi darii sikapi dani perbuatani narapidana,i sedikiti banyaki jugai 

tergantungi darii masyarakati sekitarnyai (i Badani Pembinaani Hukumi 

Nasional,i 1975:67). 

Berdasarkani asas-asasi sistemi pemasyarakatani yangi tercantumi dii 

dalami Undang-Undangi Nomori 12i Tahuni 1995i tentangi Pemasyarakatani 

tampaki bahwai sistemi pemasyarakatani memandangi wargai binaani 

pemasyarakatani bukani hanyai sebagaii objeki melainkani subjeki yangi 

tidaki berbedai dengani manusiai lainnyai yangi sewaktu-waktui dikenakani 

sanksii pidana,i sehinggai merekai sebenarnyai tidaki harusi diberantas.i 

Yangi harusi diberantasi adalahi faktori penyebabi yangi dapati menyebabkani 

narapidanai tersebuti melakukani perbuatani yangi bertentangani dengani 

hukum,i kesusialaan,i agamai ataui kewajibani laini yangi dapati dikenakani 

pidana.i Dengani katai lain,i strategii yangi harusi ditanganii adalahi masalahi 

ataui kondisii yangi baiki secarai langsungi maupuni tidaki langsungi dapati 

menimbulkani ataui membunuhi suburnyai kejahatani (Achmadi Si Soemadii 

Pradjai dani Atmasasta,i 1979:5). 

 

D. Tinjauani Tentangi Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbaru 

1. Sejarahi Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru. 
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Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui terletaki dii Ibui 

Kotai Provinsii Riaui yaknii Kotai Pekanbarui yangi merupkani pusati 

pemerintahan,i pusati perdagangan,i pusati kebudayaani dani pusati 

pendidikan,i disampingi pusati huniani penduduki yangi jumlahnyai lebihi 

kurangi 799.213i jiwa.i Dengani luasi wilayahi 632,23i Km
2
,i kotai Pekanbarui 

menjadii salahi satui kawasani pertumbuhani ekonomii Sumaterai yangi terusi 

berkembang. 

Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui didirikani padai 

tahuni 1964i dengani statusi “Penjara”,i berlokasii dii Jl.i Samratulangii Kotai 

Pekanbarui berdekatani dengani pusati pertokoani dani perdagangani sertai 

perumahani penduduk.i Sejalani dengani perkembangani kotai Pekanbarui 

yangi cepati berkembang,i dani pertimbangani lahani penjarai yangi sempiti 

dani dii kelasi jalani “Kelasi IV”i yangi kurangi strategis,i makai padai tahuni 

1976i dii pindahkani kelahani yangi cukupi luasi dani strategisi yaknii dii jalani 

Pemasyarakatani nomori 19i kecamatani Tangkerangi Utarai (sekarangi 

Kecamatani Bukiti Raya)i Kotai Pekanbaru. 

Bangunani Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui 

memilikii luasi 2.938i m
2
i dii atasi lahani seluasi 33.000i m

2i mulaii dibanguni 

ataui didirikani padai tahuni 1977i dani mulaii difungsikani pemakaiannyai 

padai tahuni 1978.i Sampaii padai tahuni 2013i bangunani Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui banyaki dilakukani penambahani 

dani rehabilitasii bangunani menggunakani danai APBNi dani APBDi 

Provinsii Riau,i sepertii pembangunani Bloki Huniani 2i tingkati dengani luasi 
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715i 715i m
2
i menggunakani danai bantuani APBDi Provinsii Riaui dengani 

anggarani sebesari Rpi 6i Milyari dalami bentuki hibah. 

2. Visii dani Misii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru 

Visii dani Misii sertai Sasarani Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi 

Pekanbarui mengacui kepadai Visi,i Misii dani Sasarani Kementeriani 

Hukumi dani HAM,i yangi dapati diuraikani sebagaii berikuti : 

a. Visi 

Memulihkani kesatuani hubungani hidup,i kehidupani dani penghidupani 

Wargai Binaani Pemasyarakatani sebagaii individu,i anggotai 

masyarakati dani mahlukTuhani YME,i membanguni manusiai mandiri. 

b. Misi 

Melaksanakani perawatani tahanan,i pembinaani dani Pembimbingani 

Wargai Binaani Pemasyarakatani i sertai pengelolaani bendai bendai 

sitaani Negarai i dalami kerangkai penegakani hukum,i pencegahani i dani 

penanggulangani kejahatani sertai peajuani dani i perlindungani Haki 

Azasii Manusia. 

c. Sasaran 

a. Melakukani pembinaani Narapidana/i Anaki Didik.i  

b. Memberikani bimbingan,i mempersiapkani saranai dani mengelolai 

hasili kerja. 

c. Melakukani bimbingani sosial/kerohaniani Narapidana/i Anaki 

Didik.i  

d. Melakukani pemeliharaani keamanani dani TataTertibi Lapas. 
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e. Melakukani urusani tatai usahai dani rumahi tangga.i  

f. Memantafkani kondisii Lembagai Pemasyarakatani i yangi kondusifi 

dani aman. 

3. Tugasi pokoki dani Fungsii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi 

Pekanbaru. 

a) Kepalai Lapas 

Kepalai Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui bertugasi 

mengkoordinasikani pembinaani kegiatani kerja,i administrasii 

keamanani dani tatai tertibi sertai pengelolaani ketatausahaani meliputii 

urusani kepegawaian,i keuangani dani rumahi tangga,i sesuaii 

peraturani yangi berlakui dalami rangkai pencapaiani tujuani 

pemasyarakatani Napi/i anaki didik/i penghunii Lapas,i dani 

menyelenggarakani fungsii : 

1) Menetapkani rencanai kerjai Lapasi Kelasi IIi Ai Pekanbaru. 

2) Melakukani koordinasii pelaksanaani tugasi dengani Pemerintahi 

Daerahi dani instansii terkait. 

3) Mengkoordinasikani tindaki lanjuti petunjuki yangi tertuangi 

LHP. 

4) Melakukani pengawasani melekati dilingkungani Lapasi Kelasi IIi 

Ai Pekanbaru. 

5) Mengkoordinasikani pengelolaani anggarani rutini padai Lapasi 

Kelasi IIi Ai Pekanbaru.i  
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6) Mengkoordinasikani pengelolaani anggarani pembangunani padai 

Lapasi Kelasi IIi A.i  

7) Mengkoordinasikani pengelolaani perlengkapani padai Lapasi 

Kelasi Ai Pekanbaru. 

8) Mengkoordinasikani kebutuhani formasii pegawaii padai Lapasi 

Kelasi IIi Ai Pekanbaru. 

9) Mengkoordinasikani tugasi laini yangi diberikani olehi Kepalai 

Kantori Wilayahi Kementeriani Hukumi dani HAMi Provinsii 

Riau.i  

b) Subi Bagiani Tatai Usaha 

Mempunyaii tugasi mengkoordinasikani pelaksanaani tugasi 

ketatausahaani kepegawaian,i keuangan,i perlengkapani dani 

kerumahi tanggaan,i sesuaii dengani ketentuani dani peraturani yangi 

berlakui dalami rangkai pelayanani administrasii dani fasilitasi 

Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbaru,i dengani fungsii : 

1) Menyusuni rencanai kerjai Subi Bagiani Tatai Usaha. 

2) Mengkoordinasikani pendistribusian,i pengelolaani arusi surati 

masuki dengani systemi kartui kendalii untuki memperlancari 

penerimaani informasi.i  

3) Menyelenggarakani urusani kearsipani dani dokumentasii dengani 

mengaturi kegiatani penyediaan,i pelayanani pinjaman,i 

penyimpanani dani pemeliharaani arsipi dani dokumeni kantor.i  
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4) Menyelenggarakani dani mengaturi penggunaan,i pemeliharaani 

kenderaani dinasi agari selalui dalami keadaani siapi untuki 

digunakan. 

5) Menyelenggarakani pemeliharaani alati perlengkapani kantor,i 

gedungi kantori dani rumahi dinasi sesuaii dengani rencanai dani 

anggarani yangi telahi disiapkan. 

6) Menyelesaikani pelaksanaani penghapusani ataui penjualani alati 

perlengkapani kantori dani kenderaani dinasi sesuaii dengani 

peraturani yangi berlaku. 

7) Mengkoordinasikani penyusunani Daftari Usulani Kegiatani dani 

Daftari Usulani Proyeki sebagaii bahani penyediaani danai 

kegiatani dani pembangunan.i  

c) Seksii Bimbingani Napi/Anaki Didik 

Mempunyaii tugasi memberikani Bimbingani Napii dani Anaki Didiki 

berdasarkani peraturani dani proseduri yangi berlaku,i dalami rangkai 

persiapani Napi/Anaki Didiki kembalii kei masyarakati tidaki 

melanggari hukumi lagii dani baik,i dengani fungsii : 

1) Menyusuni rencanai kerjai Seksii Bimbingani Napi/i Anaki Didiki 

Lembagai Pemasyarakatan.i  

2) Memberikani penilaiani pelaksanaani pekerjaani Pegawaii 

bawahan. 

3) Melakukani bimbingani pegawaii bahawan.i  
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4) Melaksanakani ketatai usahaani dalami Seksii Bimbingani 

Napi/Anaki Didiki Lembagai Pemasyarakatan. 

5) Melakukani pengawasani melekati (Waskat).i  

6) Menentukani programi pembinaan,i melaluii sidingi TPP/Timi 

Pengamati Pemasyarakatani dani memimpini jalannyai sidang. 

7) Mengkoordinasikani pelaksanaani pendidikani dengani instansii 

terkait. 

8) Menyusuni laporani pelaksanaani tugasi kepadai Kepalai Lapas. 

d) Seksii Kegiatani Kerjai  

Mengkoordinasikan,i menyiapkani pelaksanani bimbingani latihani 

kerja,i sertai mengelolai hasili kerjai sesuaii proseduri yangi berlakui 

dalami rangkai pembinaani keterampilani napi/anaki didiki sebagaii 

bekali apabilai kembalii kemasyarakat,i dengani fungsii : 

1) Menyusuni rencanai kerjai Seksii Kegiatani kerja. 

2) Mengkoordinasikani pemberiani bimbingani kerjai Napi/i Anaki 

Didik. 

3) Memilihi dani memanfaatkani keterampilani Napii Anaki Didiki 

yangi menonjoli sebagaii tutori dalami pembuatani barangi 

produksi.i  

4) Mempersiapkani fasilitasi saranai /i peralatani kerjai Napi/i Anaki 

Didik.i  

5) Mengelolai hasili kerjai untuki menunjangi kegairahani kerjai 

Napi/i Anaki Didik.i  
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6) Melakukani pembinaani pegawaii dilingkungani Seksii Kegiatani 

Kerjai gunai sebagaii dasari penetapani penilaiani pelaksanaani 

pekerjaan. 

7) Mengkoordinasikani ketatai usahaani dalami lingkungani Seksii 

Kegiatani Kerjai sertai melakukani pengawasani melekati 

(Waskat).i  

8) Melaksanakani tugasi yangi diberikani olehi Kepalai Lapasi dalami 

bidangi tehnisi Pemasyarakatani dani membuati ataui menyusuni 

laporani Seksii Kegiatani Kerja.i  

e) Seksii Administrasii Keamanani dani Ketertiban 

Mempunyaii tugasi mengkoordinasikani kegiatani administrasii 

Keamanani dani Tatai Tertib,i mengaturi jadwali tugasi dani 

penggunaani perlengkapani sesuaii peraturani dani ketentuani yangi 

berlaku,i dalami rangkai terciptanyai suasanai amani tertibi 

dilingkungani Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i 

dengani fungsii : 

1) Menyusuni rencanai kerjai Seksii Administrasii Keamanani dani 

Ketertiban. 

2) Melakukani bimbingani pegawaii bawahani dani memberikani 

penilaiani pelaksanaani pekerjaani pegawaii bawahan. 

3) Melakukani pengawani melekati (Waskat)i dabi nelaksanakani 

ketatai usahaani dalami lingkungani Seksii Administrasii 

Keamanani dani Ketertiban.i  
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4) Mengaturi jadwali tugasi penggunaani perlengkapani dani 

pembagiani tugasi pengamanan. 

5) Menerimai dani menelitii laporani hariani dani beritai acarai darii 

satuani pengamanani yangi bertugas,i dani menyusuni laporani 

berkalai darii bidangi keamanani dani menegakkani tatai tertib. 

6) Mengkoordinasikani pelaksanaani penggeledahani kamari huniai 

secarai acaki dani insidentili dengani seksii yangi lain.i  

7) Menyusuni laporani berkalai Seksii Administrasii Keamanani 

dani Ketertiban. 

f) Seksii Kesatuani Pengamanani Lembagai Pemasyarakatani 

(KPLP)i  

Mempunyaii tugasi mengkoordinasikani pelaksanaani tugasi 

penjagaani sesuaii jadwali agari tercapaii keamanani dani ketertibani 

dilingkungani Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i 

dengani fungsii : 

1) Menyusuni rencanai kerjai Kesatuani Pengamanani Lembagai 

Pemasyarakatan. 

2) Mengawasii pelaksanaani tugasi pengamanani dani pengawasani 

terhadapi Napii /Anaki Didik.i  

3) Mengkoordinasikani pemeliharaani keamanani dani ketertibani 

Lembagai Pemasyarakatan.i  

4) Mengawasii penerimaan,i penempatani dani pengeluarani 

Narapidana.i  
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5) Melakukani pemeriksaani pelanggarani keamanani dani 

ketertiban. 

6) Menyusuni laporani hariani dani beritai acarai pelaksanaani 

pengamanan.i  

7) Memberikani penilaiani pelaksanaani pekerjaani terhadapi 

bawahan.i  

8) Melakukani Bimbingani dani Pengawasani melekati (Waskat)i 

kepadai bawahan.i  

9) Menyusuni laporani berkalai Kesatuani Pengamanani Lembagai 

Pemasyarakatan.i  

4. Keadaani Bangunani Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai 

Pekanbaru 

Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui memilikii luasi 

bangunani 2.854i m
2
i diatasi lahani seluasi 33.300i m

2
,i terdirii atasi :i  

1) Bangunani Kantori Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui 

seluasi 660i m
2
i digunakani untuki menunjangi kegiatani administrasi,i 

pelayanani umumi dani kegiatani lainnya. 

2) Bangunani ruangi huniani bloki Ai terdirii darii 8i kamar,i dengani dayai 

tampingi sekitari lebihi kurangi 115i orani dengani luasi 240i m
2
. 

3) Bangunani ruangi huniani bloki Bi terdirii darii 10i kamar,i dengani dayai 

tampungi lebihi kurangi 225i orangi dengani luasi 460i m
2
.i  

4) Bangunani ruangi huniani bloki Ci terdirii darii 10i kamar,i dengani dayai 

tampungi lebihi kurangi 115i orangi dengani luasi 330i m
2
. 
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5) Bangunani ruangi huniani bloki Di terdirii darii 10i kamar,i dengani dayai 

tampungi lebihi kurangi 225i orangi dengani luasi 291i m
2
. 

6) Bangunani ruangi huniani bloki Ei terdirii darii 4i kamar,i dengani dayai 

tampungi lebihi kurangi 60i orangi dengani luasi 174i m
2
. 

7) Bangunani ruangi huniani bloki Fi terdirii darii 5i kamar,i dengani dayai 

tampungi lebihi kurangi 70i orangi dengani luasi 95i m
2
. 

8) Bangunani ruangi huniani Straafi seli terdirii darii 5i kamari memilikii 

luasi 40i m
2
. 

9) Bangunani Bloki Gi terdirii darii 9i kamar,i dengani tampungi lebihi 

kurangi 74i orangi dengani luasi 110i m
2
. 

10) Bangunani ruangi huniani Tahanani (i Bantuangi Pemdai Provinsii Riaui 

Tahuni 2008)i terdirii 10i kamar,i dengani dayai tampungi lebihi kurangi 

350i orangi dengani luasi 660i m
2
. 

11) Bangunani Aulai ruangi serbai gunai untuki kegiatani WBPi dani pegawaii 

Lapasi Kelasi IIi Ai Pekanbaru,i dani kegiatani lainnyai dengani luasi 240i 

m
2
. 

12) Bangunani ruangi dapuri seluasi 166i m
2
i ditambahi gudangi berasi seluasi 

21i m
2
.i  

13) Bangunani ruangi pustakai Lapasi Kelasi IIi Ai Pekanbarui dengani luasi 

45i m
2
. 

14) Bangunani Mesjidi ATTAQWAi dengani luasi 120i m
2
.i  

15) Bangunani Gerejai dengani luasi 240i m
2
. 
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16) Bangunani Posi atasi Jagai sebanyaki 5i buahi seluasi masing-masingi 

dengani luasi 16i m
2
.i  

17) Bangunani ruangi kegiatani kerjai WBPi dengani luasi 25i m
2
.i  

18) Padai Tahuni 2013i Lapasi Kelasi IIAi Pekanbarui mendapatkani bantuani 

Gedungi Bloki Huniani 2i lantaii darii Pemerintahi Provinsii Riau. 

5. Saranai dani Prasaranai Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai 

Pekanbaru 

Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui memilikii saranai 

prasaranai untuki kegiatanWargai Binaani dani pegawai,i sertai pelayanani 

umumi lainnya,dengani fasilitasi : 

1) Memilikii lapangani Tenisi (Terbuka),i Bului Tangkisi (tertutupi dii 

aula),i Tenisi Meja,i dani lapangani Takrau,i disampingi wargai binaani 

dapati melakukani geraki jalani santaii setiapi pagii dani sorei hari,i sertai 

olahragai Futsali dani Vollyi Balli dii lapangani tenis.i  

2) Mesjidi AT-Taubahi untuki kegiatani ibadahi bagii wargai binaani dani 

pegawaii yangi beragamai Islam,i dani satui buahi Gerejai untuki 

kegaiatani ibadahi bagii WBPi dani pegawaii yangi beragamai kreistiani. 

3) Memilikii ruangi fasilitasi kesehatani (klinik),i dengani 2i orangi dokteri 

umum,i 3i orangi perawati dani obat-obatan,i disampingi adai satui ruangi 

inapi sementarai memakaii ruangi tahanani untuki narapidanai yangi 

sakiti berkepanjangan,i dani bilai kondisii darurati diantari dani dirujuki 

kei Rumahi Sakit. 
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4) Memilikii 2i Kantini untuki memberikani pelayanani umumi bagii wargai 

binaan,i pegawaii dani tamui yangi membezuk.i  

5) Memilikii 2i ruangi Tamui yangi digunakani wargai binaani menerimai 

keluargai yangi bezuk,i mulaii jami 9.00i sampaii dengani 12.00i WIB,i 

dani harii minggui liburi dani ditiadakani untuki bezuk. 

6) Memilikii 1i loketi Pendaftarani Tamui Bezuk,i didukungi sistemi 

komputerisasii Rekami Fotoi Wajahi Tamui (RFWT),i dani disediakani 

25i buahi kursii duduki dibawahi atapi dihalamani depani parkir. 

7) Memilikii fasilitasi Keamanani dani Ketertibani sertai pengawasani 

berlapis,i mulaii Ruangi P2Ui pintui pertamai masuki tamui (dilakukani 

checki andi recheck,i dani tamui priai diberii capi tandai masuki 

ditangan).i Disampingi pemeriksaani bawangi bawaan.i Berlanjuti kei 

Ruangi Pemeriksaani keduai (didepani ruangi KPLP)i yangi bertugasi 

memeriksai ulangi bawaani yangi masuk,i sekaligusi memanggili wargai 

binaani yangi adai tamunyai membezuk,i melaluii pengerasi suara.i Posi 

jagai digunakani untuki pemantauani dani pengawasani terhadapi wargai 

binaani dani tamu. 

8) Memilikii 1i ruangi Konsultasii Hukum,i bagii wargai binaani yangi 

memerlukani konsultasii hukumi dengani pengacara,i ataui konsultasii 

lainnyai yangi berkaitani dengani kepentingani wargai binaani dani 

Lapas.i  

9) Memilikii 1i bangunani ruangi pustakai dalami kerangkai meningkatkani 

minati bacai dani pendalamani ilmui pengetahuani wargai binaan. 
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10) Memilikii 1i ruangi pelatihani kerjai untuki kegiatani yangi menambahi 

keterampilani dani keahliani wargai binaan,i bilai kembalii kemasyarakati 

nantinya.i  

6. Keadaani Pegawaii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai 

Pekanbaru. 

Jumlahi Pegawaii Negerii Sipili dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi 

IIAi Pekanbarui adalahi sebanyaki 120i orang,i terdirii darii : 

Tabeli II.1 

Jumlahi Pegawaii Negerii Sipili dii Lapasi Kelasi IIi Ai Pekanbaru 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Pejabati Struktural 17i orang 

2 Pegawaii Aministrasii dani Staf 39i orang 

3 Petugasi Keamanan 59i orang 

4 Petugasi Kesehatan i i 5i orang 

Jumlahi Total 120i orang 

i i i i i i Sumber:i Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbaru,i 2019. 

Dilihati darii tingkati pendidikani PNSi Lembagai Pemasyarakatani 

Kelasi IIAi Pekanbarui adalahi sebagii berikuti :i  

Tabeli II.2 

Jumlahi Pegawaii Negerii Sipili dii Lapasi Kelasi IIi Ai Pekanbarui 

Berdasarkani Tingkati Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SD sederajat 1 orang 

2 SMP sederajat 2 orang 

3 SMA sederajat                  78 orang 

4 D3 8 orang 

5 S1                  27 orang 

6 S2 4 orang 

Jumlah Total 120 orang 

 

i i i i i i Sumber:i Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbaru,i 2019. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antar Warga Binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

Setiap warga binaan yang melakukan perkelahian sesama warga 

binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru akan didata pada 

sebuah buku yaitu buku register. Identitas warga binaan yang melakukan 

perkeahian akan di data dalam buku ini. Berdasarkan buku register 

tersebut, penulis mendapatkan data mengenai perkelahian yang terjadi 

antar sesama warga binaan yang pernah terjadi di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, yaitu sebanyak 11 kasus dengan 

jumlah pelaku sebanyak 51 orang. Dari 11 kasus tersebut semuanya adalah 

perkelahian biasa dan diselesaikan dengan cara mediasi. 

Berdasarkan dari data tersebut, penulis menyimpulkan perkeahian 

antar sesama warga binaan sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Pekanbaru sering terjadi hal ini disebabkan jumlah penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas, artinya tidak sebanding 

dengan kapasitas maksimal yang ditentukan, bahkan sangat jauh dari batas 

maksimal yang ditentukan. Banyaknya penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia, 

menyebabkan mereka harus tinggal berdesak-desakan dalam satu kamar, 

hal ini membuat keadaan menjadi tidak stabil, karena ruang gerak mereka 
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terbatas. Kondisi ini menyebabkan atau pemicu seringnya terjadinya 

perkelahian sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru. 

Tabel III.1 

Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas IIA Pekanbaru  Tahun 2018 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah Warga Binaan 1.754 

2 Kapasitas   771 

Over Kapasitas 227 % 

  Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2019. 

 

Berdasakani Tabeli dii atasi diketahuii bahwai totali jumlahi wargai 

binaani Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui adalahi 1.754i 

orangi dengani kapasitasi 771i orang,i makai Lembagai Pemasyarakatani 

Kelasi IIAi Pekanbarui mengalamii overi kapasitasi 227i %. 

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Bapaki Yuliusi Sahruzahi 

selakui Kepalai Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui mengenaii 

jumlahi wargai binaani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui 

diperolehi informasii bahwai jumlahi wargai binaani Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui saati inii adalahi 1.754i sedangkani 

kapasitasi hanyai 771.i Dengani demikiani jumlahi penghunii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui tidaki sebandingi dengani kapasitasi 

maksimali yangi telahi ditentukani (Yuliusi Sahruzah,i 2019). 

Berdasarkani hasili wawancarai dengani dengani Bapaki Arjiunnai 

selakui Kepalai Seksii KPLPi (Kepalai Pengamanani Lembagai 

Pemasyarakatan)i Kelasi IIAi Pekanbarui mengenaii jumlahi wargai binaani 
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dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i beliaui mengatakani 

bahwai jumlahi wargai binaani tidaki sebandingi dengani kapasitasi maksimali 

yangi telahi ditentukan,i yaknii maksimali 771i orang.i Sedangkani jumlahi 

wargai binaani saati inii mencapaii 1.754i orang.i Banyaknyai penghunii 

Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui dibandingi dengani 

jumlahi kamari yangi tersedia,i membuati keadaani tidaki stabili dani ruangi 

geraki penghunii kamari terbatas.i Hali tersebut,i menyebabkani emosii yangi 

taki terkendalii sehinggai mengakibatkani perkelahiani antari sesamai Wargai 

Binaani Pemasyarakatani (Arjiunna,i 2019). 

Berdasarkani hasili wawancarai dii atasi diketahuii bahwai overi 

kapasitasi merupakani salahi satui faktori penyebabi terjadinyai perkelahiani 

antari wargai binaani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbaru,i 

dimanai merekai tinggali salingi berdesakani dalami satui kamar.i  

Selain over kapasitas faktor penyebab terjadinya perkelahian antar 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah 

sebagai berikut: 

Selaini overi kapasitasi faktori penyebabi terjadinyai perkelahiani 

antari wargai binaani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbarui 

adalahi sebagaii berikut: 

1. Terbentuknyai suatui kelompoki penguasai  

Penelitii mendapatkani faktai bahwai dii dalami Lembagai 

Pemasyarakatani ini,i waargai binaani membentuki kelompok-kelompok.i 

Antarai kelompoki satui dengani kelompoki laini menunjukkani 
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kekuasaannyai dalami Lapas.i Jikai adai adai kelompoki laini yangi tidaki 

merekai sukai,i makai merekai tidaki akan-segani melakukani pemukulani 

yangi berujungi padai perkelahiani yangi seringi berujungi padai dendami 

yangi tidaki berkesudahan.i Artinyai perkelahiani yangi terjadii antari 

sesamai wargai binaani inii disebabkani egoi masing-masingi wargai 

binaan. 

2. Pencurian 

Jenisi perkelahiani inii biasanyai ditimbulkani karenai adanyai unsuri 

pencuriani terhadapi barangi haki miliki wargai binaani berupai uangi 

ataupuni dalami bentuki barang.pencuriani inii dilakukani olehi salahi satui 

wargai binaani didalami kamari huniannya.jikai hali inii terjadii dani 

terbuktii yangi bersangkutani tersebuti melakukani pencurian,makai 

terjadilahi perkelahiani diantarai mereka. 

3. Salingi ejek 

Jenisi perkelahiani inii padai umumnyai diakibatkani karenai adanyai 

ejekani yangi dilakukani olehi wargai binaan.ejekani inii bersifati negatifi 

ataui salingi mencelai kekurangani yangi dii milikinya,i hali inii membuati 

wargai binaani tersebuti merasai dirinyai kecewai ataui emosi,i yangi 

akhirnyai terjadii perkelahian. 

4. Pemalakan 

Jenisi perkelahiani inii diakibatkani karenai adannyai unsuri pemalakani 

yangi dilakukani wargai binaani kepadai wargai binaani laini yangi barui 

masuki kei wilayahnya.i Pemalakani ataui permintaani secarai paksai uangi 
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ataupuni barangi yangi menjadii haki miliki wargai binaani yangi barui 

masuki dilakukani dengani carai mengancami ataupuni dalami bentuki 

kekerasan,i sehinggai wargai binaani yangi diancami inii membelai dirii 

untuki mepertahankani hak-haki miliknya,i makai terjadilahi perkelahian. 

5. Pinjami meminjam 

Terjadii karenai adannyai unsuri pinjami meminjami barang/uangi yangi 

menjadii haki miliki wargai binaan.i Pinjami meminjami tidaki sesuaii 

dengani ketentuan,i perjanjiani ataupuni itikadi baiki darii sipeminjam,i 

keadaani sepertii inii yangi padai akhirnyai seringi terjadii wargai binaani 

yangi merasai punyai hutangi menggangapi dirinyai tidaki berhutangi dani 

seolah-olahi tidaki merasai meminjami barangi ataui uang,i hali inii 

menjadii faktori penyebabi terjadinyai perkelahiani antarai wargai binaan. 

Untuk lebih jelasnya faktor penyebab terjadinya perkelahian antar 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel III.2 

Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

 

No Faktor Penyebab Jumlah Pelaku Persentase 

1 Terbentuknya suatu kelompok 

penguasa 

14 27,5 % 

2 Pencurian 8 15,7 % 

3 Saling ejek 13 25,5 % 

4 Pemalakan 7 13,7 % 

5 Pinjam meminjam 9 17,6 % 

Jumlah 51 100 % 

 Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2019. 
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Berdasarkan tabel diatas, terbentuknya suatu kelompok penguasa 

dan saling ejek merupakan faktor tertinggi sebagai penyebab terjadinya 

perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Pekanbaru. 

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Bapaki Yuliusi Sahruzahi 

selakui Kepalai Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui mengenaii 

perkelahiani antari wargai binaani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi 

Pekanbarui diperolehi informasii bahwai pelanggarani yangi dilakukani 

wargai binaani dalami bentuki perkelahiani memangi seringi terjadii dii dalami 

Lembagai Pemasyarakatan,i dani hali tersebuti tidaki dapati dihindarkan.i 

Perkeahiani yangi terjadii anatari sesamai wargai binaani merupakani hali 

yangi lumrahi terjadii dii dalami Lembagai Pemasyarakatani (Yuliusi 

Sahruzah,i 2019). 

Berdasarkani hasili wawancarai dengani dengani Bapaki Arjiunnai 

selakui Kepalai Seksii KPLPi (Kepalai Pengamanani Lembagai 

Pemasyarakatan)i Kelasi IIAi Pekanbarui mengenaii sanksii bagii wargai 

binaani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui yangi 

melakukani perkelahian,i beliaui mengatakani bahwai setiapi pelanggarani 

yangi dilakukani olehi wargai binaani akani diprosesi dii dalami Lembagai 

Pemasyarakatani yangi kemudiani mendapati sanksii berupai tegurani ataui 

sampaii dengani seli pengasiangan.i Ketikai terjadii percekcokani yangi 

berhujungi dengani perkelahiani makai petugasi segerai melakukani tindakani 

peleraiani dani mencarii tahui sebab-sebabi terjadinyai perkelahiani tersebut.i 
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Langkahi awali yangi dilakukani olehi petugasi adalahi berupayai untuki 

mempertemukani keduai belahi pihaki yangi salingi berseterui agari 

tercapainyai upayai damai.i Namuni jikai ternyatai perkelahiani tersebuti 

masihi berlanjut,i makai petugasi Lembagai Pemasyarakatani akani 

menjatuhkani sanksii secarai tegas.i Sanksii yangi diberikani adalahi berupai 

penempatani tahanani padai ruangi khusus,i kegiatani wargai binaani 

bersangkutani jugai dibatasii sampaii batasi waktui yangi telahi ditentukani 

tergantungi darii kasusi pelanggarani yangi dilakukani (Arjiunna,i 2019). 

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa perkelahian antar 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sering 

terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya, yaitu: 1) over kapasitas, 2) 

terbentuknya suatu kelompok penguasa, 3) pencurian, 4) saling ejek, 5) 

pemalakan, 6) pinjam meminjam barang atau uang. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkelahian 

antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

adalah : 

1. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru khususnya 

kapasitas kamar kurang memadai, yang menyebabkan terbatasnya 

ruang gerak warga binaan sehingga berakibat pada tidak stabilnya 

emosi para tahanan. 

2. Masalah Individu, yang dapat bersifaf pribadi mapun bersifat umum 

sehingga menjadikan beban pikiran yang akhirnya selalu dibayangi 
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dengan rasa jengkel, jenuh dan berakhir dengan emosi yang 

dilimpahkan dengan kemarahan yang berujung perkelahian. 

3. Kurangnya kegiatan positif bagi warga binaan yang ingin 

menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang 

begitu banyak namun tidak terimplementasi dengan baik, para warga 

binaan juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi 

jiwa seorang warga binaan. Hal ini menyebabkan masalah yang 

sebenanya adalah masalah kecil dapat menjadi masalah besar dan 

perkelahian antar warga binaan tidak dapat dihindarkan. 

B. Upaya Mengatasi Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

Dalam teori penanggulangan kejahatan, secara garis besar ada dua 

upaya dalam menangani tindak kekerasan, yaitu: 

1. Upaya preventif 

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 

menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam 

upaya preventif kesempatan ditutup. 

2. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 

yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 

menjatuhkan hukuman (A.S. Alam, 2010:1). 
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Berdasarkan uraian mengenai perkelahian antar sesama warga 

binaan ini, maka dapat ditentukan upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan 

dalam menangani perkelahian yang terjadi antar  sesama warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sebagaimana akan 

dijelaskan berikut ini. 

1. Upaya Preventif 

Upayai preventifi dalami istilahi bahasai Inggrisi berartii pencegahani 

ataui mencegah.i Dalami referensii laini preventifi adalahi penyampaiani 

suatui maksudi untuki mencarii jalani keluari ataui bersifati mencegahi supayai 

jangani terjadi.i Upayai preventifi merupakani usahai pencegahani terhadapi 

timbulnyai masalah.i Upayai Preventifi jugai dapati dimaksudkani sebagaii 

suatui kegiatani yangi dilakukani secarai sistematis,i terencanai dani terarahi 

untuki menjagai sesuatui hali agari tidaki meluasi ataui timbul.i  

Berikut ini adalah upaya preventif dalam menangani perkelahian 

antar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru: 

a) Melakukan Pendekatan Terhadap Warga Binaan.  

Pendekatani kepadai masing-masingi individui wargai binaani 

dilakukani dengani tujuani untuki mengetahuii kondisii wargai binaan.i 

Dengani melakukani pendekatan,i petugasi akani mendapatkani informasii 

mengenaii kondisii wargai binaani dii masing-masingi bloki dani kamar.i 

Pendekatani terhadapi wargai binaani inii pentingi dilakukani karenai jugai 

menjalini komunikasii yangi baiki dengani parai wargai binaan. 
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Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai 

bagaimanakah komunikasi antara petugas dengan warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel 

III.3. 

Tabel III.3 

Komunikasi Antara Petugas dengan Warga Binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 Baik 33 82,5 % 

2 Cukup baik 7 17,5 % 

3 Tidak baik - - 

Jumlah 40 100 % 

      Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019. 

Darii Tabeli III.3i dii atas,i dapati diketahuii tanggapani respondeni 

tentangi komunikasii antarai petugasi dengani wargai binaani dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbaru,i sebanyaki 33i respondeni ataui 82,5i 

%i menyatakani baik,i sebanyaki 7i orangi respondeni ataui 17,5i %i 

mengatakani cukupi baik, yangi mengatakani tidaki baiki tidaki adai ataui 0i%. 

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Bapaki Yuliusi Sahruzahi 

selakui Kepalai Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui mengenaii 

komunikasii antarai petugasi dengani wargai binaani dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui diperolehi informasii bahwai 

komunikasii antarai petugasi dengani wargai binaani dii Lembagai 

Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui terjalini dengani baik,i dimanai 

petugasi membimbingi wargai binaan,i mendidiki dani membina,i tidaki 

ubahnyai sepertii bapaki asuhi bagii merekai (Yuliusi Sahruzah,i 2019).i  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Arjiunna 

selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga 

Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai komunikasi antara 

petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Pekanbaru, juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa 

komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terjalin dengan baik dan akan 

diupayakan secara terus-menerus (Arjiunna, 2019).  

b) Melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. 

Mendatangii masing-masingi bloki dalami kuruni waktui tertentui 

untuki mengawasii kegiatan-kegiatani yangi dilakukani olehi wargai binaani 

dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui merupakani salahi satui 

bentuki upayai pencegahani agari tidaki terjadii perkelahiani antari sesamai 

wargai binaan. 

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah 

petugas melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, dapat dilihat pada 

Tabel III.4 berikut ini: 

Tabel III.4 

Sering Tidaknya Melakukan Kontrol ke Kamar Warga Binaan 

 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 Sering 28 70 % 

2 Jarang 12 30 % 

3 Tidak pernah - - 

Jumlah 40 100 % 

      Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019. 
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Dari Tabel III.4 di atas, dapat diketahui tanggapan responden 

tentang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

melakukan kontrol ke kamar warga binaan, sebanyak 28 responden atau 

70 % menyatakan sering, artinya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Pekanbaru selalu melakukan kontrol ke kamar warga binaan. 

Sebanyak 7 orang responden atau 30 % mengatakan jarang dan yang yang 

mengatakan tidak pernah tidak ada atau 0 %. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah 

selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai 

apakah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru 

melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan diperoleh informasi bahwa 

untuk mengantisifasi terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan, 

petugas selalu melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan untuk 

mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki 

oleh warga binaan (Yulius Sahruzah, 2019).  

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku 

Selaku Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) 

Kelas IIA Pekanbaru mengenai petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Pekanbaru melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan diperoleh 

informasi bahwa kontrol ke blok-blok warga binaan sering dilakukan 

tanpa sepengetahuan dari warga binaan, agar warga binaan tersebut tidak 

sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang yang dapat 

memicu terjadi perkelahian (Arjiunna, 2019). 
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c) Melakukan pembinaan terhadap warga binaan 

Pembinaani adalahi kegiatani untuki meningkatkani kualitasi 

ketaqwaani kepadai Tuhani Yangi Mahai Esa,i intelektual,i dikapi dani 

perilaku,i profesional,i kesehtani jasmanii dani rohanii wargai binaani (Pasali 

ayati 1i Peraturani Pemerintahi Nomori i 31i Tahuni 1999i tentangi Pembinaani 

dani Pembimbingani Wargai Binaani Pemasyarakatan).i  

Lembagai Pemasyarakatani selaini sebagaii tempati pemidanaani jugai 

berfungsii untuki melaksanakani programi pembinaani terhadapi wargai 

binaan,i dimanai melaluii programi yangi dijalankani diharapkani wargai 

binaani yangi bersangkutani telahi kembalii kei masyarakati dapati menjadii 

wargai yangi bergunai dimasyarakat. 

Pasali 1i angkai 2i UUi Nomori 12i Tahuni 1995i menyebutkani bahwai 

sistemi pemasyarakatani adalahi tatanani mengenaii arahi dani batasi sertai 

carai pembinaani wargai binaani berdasarkani Pancasilai yangi dilaksanakani 

secarai terpadui antarai pembina,i yangi dibinai dani masyarakati untuki 

meningkatkani kualitasi wargai binaani Pemasyarakatani agari menyadarii 

kesalahan,i memperbaikii diri,i dani tidaki mengulangii tindaki pidanai 

sehinggai dapati diterimai kembalii olehi lingkungani masyarakati dani dapati 

hidupi setarai wajari sebagaii wargai negarai yangi baiki dani bertanggungi 

jawab.i Penetapani prosesi pemasyarakatani sebagaii metodei pembinaani inii 

meliputii empati tahapi sebagaii berikut: 

1. Tahapi pertamai yaitui tahapi orientasii ataui pengenalan.i Dalami tahapi 

inii narapidanai dii jagai dengani ketati yangi dilaksanakani harii pertamai 
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narapidanai masuki lembagai kemasyarakatani sampaii 1/3i masai 

pidananyai ataui palingi cepati 1i bulan.i Tahapi inii dii sebuti tahapi 

pengawasani maksimali (maximumi security). 

2. Tahapi keduai yaitui tahapi Asimilasii dalami artii sempit.i Pembinaani 

narapidanai berlangsungi darii 1/3i sampaii dengani ½i masai pidananya.i 

Apabilai menuruti Dewani Pembinaani Pemasyarakatani sudahi cukupi 

kemajuan,i manunjukkani keinsyafan,i perbaikan,i disiplini dani patuhi 

terhadapi tatai tertibi makai narapidanai yangi bersangkutani diberii 

kebebasani lebihi layak.i Tahapi inii merupakani pengawasani tidaki 

begitui ketati (Mediumi security). 

3. Tahapi tigai yaitui tahapi asimilasii dami artii luas.i Prosesi pembinaani 

terhadapi narapidanai telahi dijalanii ½i darii masai pidanai yangi 

sebenarnyai dani menuruti Dewani Pembinaani Pemayarakatani telahi 

dicapaii cukupi kemajuan-kemajuani makai wadahi prosesi 

pembinaannyai diperluasi dengani diperbolehkani mengadakani asimilasii 

dengani masyarakati luar,i antarai laini ikuti beribadahi bersamai 

masyarakati luar,i olahi raga,i mengikutii pendidikani dii sekolah-sekolahi 

umum,i bekerjai dii luar,i akani tetapii pelaksanaani kegiatannyai beradai 

dii bawahi pengawasani dani bimbingani dani pinaani petugasi lapas.i 

Tahapi inii narapidanai pengawasani (Maximumi security). 

4. Tahapi keempati yaitui tahapi Integrasii dengani masyarakat.i Prosesi 

pembinaani telahi dijalanii 2/3i darii masai pidanai yangi sebenarnyai ataui 

sekurang-kurangnyai 9i bulan.i Makai kepadai napii diberikani lepas-
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bersyarati ataui cutii bersyarati dani pengusulani lepasi bersyarat.i Dalami 

prosesi pembinaannyai adalahi dengani masyarakati luasi sedangkani 

pengawasannyai semakini berkurangi (Achmadi Si Soemai Dipradjai dani 

Romli,i 1979:23-24). 

Pembinaani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbarui 

meliputii kegiatani pembinaani kepribadiani dani pembinaani kemandirian.i 

Pembinaani kepribadiani terdirii darii 2i macami yaitui pembinaani fisiki dani 

pembinaani mental.i Kegiatani berolahragai merupakani pembinaani fisiki 

dani pembinaani yangi menitikberatkani kepadai kegiatan-kegiatani 

keagamaani merupakani pembinaani mental.i Bimbingani kegiatani inii 

diikutii olehi semuai wargai binaani pemasyarakatani yangi secarai sukarelai 

menyatakani keinginannyai untuki mengikutii kegiatani tersebut. 

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah 

pernah mengikuti kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di 

Lembaga Pemasyarakatn Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel 

III.5 berikut ini: 

Tabel III.5 

Kegiatan Olahraga dan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 Pernah 40 100 % 

2 Tidak pernah - - 

3 Tidak tahu - - 

Jumlah 40 100 % 

      Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019. 
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Dari Tabel III.5 di atas, dapat diketahui tanggapan responden 

terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, seluruh responden atau 100 % 

menyatakan pernah mengikuti kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Bapaki Yuliusi Sahruzahi 

selakui Kepalai Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui mengenaii 

kegiatani pembinaani kepribadian,i diperolehi informasii bahwai kegiatani 

pembinaani kepribadiani yangi dilakukani dii Lembagai Pemasyarakatani 

Kelasi IIAi Pekanbarui adalahi kegiatani berolahragai yangi merupakani 

pembinaani fisiki dani kegiatan-kegiatani keagamaani yangi merupakani 

pembinaani mental.i Kegiatani olahragai dilaksanakani melaluii kegiatani 

latihani dani pertandingani secarai rutini dani berkala.i Kegiatani keagamaani 

berupai kegiatani wirid,i pesantreni kilat,i ceramahi agama,i diskusii dani 

pengajiani rutini dani berkala,i MTQi antari Lapasi dii mesjidi AT-Taubahi 

(Yuliusi Sahruzah,i 2019). 

Berdasarkani wawancarai penulisi dengani Bapaki Arjiunnai selakui 

Kepalai Seksii KPLPi (Kepalai Pengamanani Lembagai Pemasyarakatan)i 

Kelasi IIAi Pekanbarui mengenaii kegiatani pembinaani kepribadian,i 

diperolehi informasii bahwai kegiatani pembinaani kepribadiani yangi 

dilakukani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIi Ai Pekanbarui adalahi 

berupai kegiatani olahraga,i seperti:i tenis,i bului tangkis,i takraw,i tenisi 

meja,i fulsali dani lain-lain.i Selaini itui jugai diadakani kegiatani keagamaani 
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baiki untuki yangi beragamai Islami maupuni Kristeni sepertii dengani 

mengadakani ceramahi agamai (Arjiunna,i 2019). 

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan 

narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

yang berdasarkan asas: 

a) Pengayoman. 

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan. 

c) Pendidikan. 

d) Pembimbingan. 

e) Penghormatan herkat dan martabat manusia. 

f) Kehilangan kemerdeakaan merupakan satu-satunya penderitaan dan 

g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu. 

Jenis pembinaan kepribadian yang terdapat di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru meliputi: 

a. Pembinaani kesadarani beragamai (rohani),i untuki yangi beragamai Islami 

dilakukani kegiatani pengajiani secarai rutini dalami mesjidi yangi telahi 

disediakan,i bagii yangi beragamai kristeni dilakukani kebaktiani dalami 

gerejai yangi telahi disediakan. 

b. Pembinaani kesadarani berbangsai dani bernegarai dalami bentuki 

mengikutsertakani wargai binaani dalami Upacarai Benderai Kesadarani 

Nasionali setiapi tanggali 17i dalami tiapi bulannyai dani upacarai 

kenegaraani lainnya. 
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c. Pembinaani kesadarani hukumi berupai penyuluhan-penyuluhani hukumi 

olehi Kantori Wilayahi Departemeni Hukumi dani HAMi maupuni yangi 

dilakukani olehi petugasi bantuani hukum. 

d. Pembinaani mengintegrasikani dirii dengani masyarakati dalami bentuki 

kunjungani keluarga,i programi Cutii Menjelangi Bebasi (CMB)i dani 

Pembebasani Bersyarati (PB). 

e. Pembinaani kesegarani jasmani.i Untuki menjagai kondisii kesehatani 

jasmani,i kepadai penghunii diberikani kegiatani olahi ragai dani keseniani 

dii dalami Rutani yangi sesuaii dengani fasilitasi yangi tersedia.i Dii dalami 

Rutani diselenggarakani kegiatani olahi ragai sepertii bului tangkis,i tennisi 

meja,i bolai volleyi dani sebagainya.i Pelaksanaani kegiatani tersebuti 

selalui beradai dalami bimbingani dani pengawasani petugas. 

Pelaksanaani kegiatani olahragai jugai dibuatkani jadwali kegiatani 

olahraga.i Adanyai jadwali kegiatani olahi ragai bagii wargai binaani dii 

lingkungani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui bertujuani 

untuki meningkatkani kesehatani dani disiplini kepadai narapidana.i Adanyai 

disiplini yangi tinggii dani dalami tubuhi yangi sehati diharapkani dapati 

mengurangii terjadinyai tindaki kekerasani dii Lembagai Pemasyarakatani 

Kelasi IIAi Pekanbarui baiki olehi petugasi maupuni sesamai wargai binaani 

sendiri. 

Selaini melakukani pembinaani kepribadiani bagii wargai binaan,i 

petugasi dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui jugai 

melakukani pembinaani kemandirian.i Pembinaani kemandiriani merupakani 
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salahi satui pembinaani yangi mempunyaii manfaati langsungi bagii 

narapidanai untuki menjadikani merekai manusiai yangi tampili dani mandiri.i 

Pembinaani itui sendirii bermuarai padai adanyai perubahani kearahi yangi 

lebihi baiki darii sebelumnya.i Programi pembinaani kemandiriani dapati 

dilaksanakani dengani kegiatani pembuatani sendali hotel,i tenun,i jahiti dani 

pertaniani maupuni perkebunan.i Dengani demikian,i pembinaani 

kemandiriani dii Lembagai Pemasyarakatani Kelasi IIAi Pekanbarui 

dilakukani dengani memberikani ketrampilani dani keahliani kerjai melaluii 

pelatihani dani pengembangani bakati kerjai wargai binaan. 

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru terdapat pembinaan 

kemandirian berupa membuat sendal hotel, jahit, tenun pertanian dan 

perkebunan, dapat dilihat pada Tabel III.6 berikut ini: 

Tabel III.6 

Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan  

Kelas IIA Pekanbaru 

 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 Ada 40 100 % 

2 Tidak ada - - 

3 Tidak tahu - - 

Jumlah 40 100 % 

      Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019. 

Dari Tabel III.6 di atas, dapat diketahui tanggapan responden 

terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, seluruh responden atau 100 % 

menyatakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru terdapat 
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pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah membuat sendal hotel, tenun, 

jahit, pertanian dan perkebunan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah 

selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru apakah 

semua warga binaan mengikuti bimbingan kemandirian, diperoleh 

informasi bahwa bagi warga binaan yang akan mengikuti bimbingan 

kemandirian harus diteliti dahulu, sesuai dengan bakat dan minat serta 

manfaatnya di masa depan bagi masing-masing warga binaan. 

Penelitiannya dilakukan dengan jalan melakukan wawancara tentang 

ketrampilan apa yang dimiliki, kalaupun tidak memiliki ketrampilan maka 

petugas mengarahkan bimbingan kemandirian sesuai dengan minatnya 

dengan memberikan pendidikan terlebih dahulu (Yulius Sahruzah, 2019). 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku 

Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) 

Kelas IIA Pekanbaru bagaimanakah bentuk bimbingan kemandirian yang 

diikuti oleh warga binaan, di jelaskan bahwa bimbingan kemandirian di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yaitu berupa pembuatan 

sendal hotel, tenun, menjahit, perkebunan dan pertanian dan hasil karya 

lainnya. Semua hasil karya penghuni disimpan dengan baik dalam gudang 

penyimpanan dan dicatat dalam buku hasil karya warga binaan. Untuk saat 

ini hasil karya warga binaan merupakan pesanan dari pihak luar dan akan 

di pamerkan pada saat acara tertentu  (Arjiunna, 2019). 
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Sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi 

narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih 

bekerja narapidana, hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari 

lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan kepandaiannya 

sebagai bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan 

tidak diulanginya lagi (C.I. Harsono, 1997:22). 

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Lembaga Pemasyarakatan di tentukan bahwa Narapidana berhak: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

e. Menyampaikan keluhan. 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang. 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya. 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga. 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan 
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m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.  

Ada hal-hal yang wajib dilakukan atau dikerjakan oleh warga 

binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Lembaga 

Pemasyaraatan umumnya mempunyai tata tertib masing-masing. Tata 

tertib Lembaga Pemasyarakatan yang harus di taati oleh setiap warga 

binaan sebagaimana di atur oleh Peraturan Menteri Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Tahun 2013 

Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara. 

Pasal 3 Permen Kumham No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan 

bahwa kewajiban narapidana, yaitu: 

1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan 

yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama. 

2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan. 

3. Patuh, taat, hormat kepada petugas. 

4. Mengenakan pakaian seragam yang telah di tentukan. 

5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.  

6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti 

kegiatan yang telah di laksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan 

hunian, dan 

7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.  
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d)   Memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.  

Untuk lebih mengoptimalkan upaya Lembaga Pemasyarakatan 

dalam mencegah perkelahian yang terjadi pada sesama warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga dilakukan dengan 

memaksimalkan penjagaan dan pengawasan. 

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai 

bagaimanakah penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel 

III.7 berikut ini: 

Tabel III.7 

Penjagaan dan Pengawasan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Pekanbaru 

 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 Baik 22 55 % 

2 Cukup baik 14 35 % 

3 Kurang baik 4 10 % 

Jumlah 40 100 % 

      Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019. 

Dari Tabel III.7 di atas, dapat diketahui tanggapan responden 

terhadap penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sebanyak 22 responden atau 55 % 

menyatakan baik. Sedangkan sebanyak 14 responden atau 35 % 

menyatakan cukup baik. Kemudian sebanyak 4 responden atau 10 % 

menyatakan kurang baik. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah 

selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai 
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penjagaan dan pengawasaan terhadap warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa 

pengawasan dan penjagaan terhadap  warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik. Petugas 

keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan 

(Yulius Sahruzah, 2019). 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku 

Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) 

Kelas IIA Pekanbaru tentang penjagaan dan pengawasaan terhadap warga 

binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh 

informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan 

dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini 

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru (Arjiunna, 2019).  

Berdasarkan uraian diatas yang diperoleh dari hasil kuisioner dan 

wawancara diketahui bahwa upaya preventif dalam mengatasi perkelahian 

antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pendekatan terhadap warga binaan.  

b. Melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. 

c. Melakukan pembinaan terhadap warga binaan 

d. Memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.  
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2. Upaya Represif 

Upaya represif adalah suatu upaya yang ditempuh setelah 

terjadinya  perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Pekanbaru. Pihak lembaga pemasyarakatan menjalankankan 

upaya represif disamping melaksanakan upaya preventif demi menekan 

jumlah perkelahian yang dilakukan oleh pihak warga binaan. 

Tindakan represif yang dilakukan oleh petugas lembaga 

pemasyarakatan dengan menerapkan sanksi berupa tindakan disiplin 

dengan memasukkan ke kamar pengasingan dan dikarantina, sesuai waktu 

yang ditentukan, maupun sanksi lain yang ditentukan oleh peraturan 

lembaga pemasyarakatan. 

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah 

warga binaan diberikan sanksi jika melakukan tindak kekerasan, dapat 

dilihat pada Tabel III.8 berikut ini: 

Tabel III.8 

Pemberian Sanksi Terhadap Warga Binaan 

 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 Iya 35 87.5 % 

2 Tidak 2 5 % 

3 Tidak tahu 3 7.5 % 

Jumlah 40 100 % 

      Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019. 

Dari Tabel III.8 di atas, dapat diketahui tanggapan responden 

tentang pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindak 
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kekerasan, mayoritas responden atau 87% menyatakan bahwa warga 

binaan akan diberikan sanksi jika melakukan tindak kekerasan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah 

selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai 

pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan perkelahian, 

diperoleh informasi bahwa bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran 

seperti melakukan penganiayaan atau perkelahian, maka akan diberikan 

sanksi (Yulius Sahruzah, 2019). 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku 

Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) 

Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemberian sanksi terhadap warga binaan 

yang melakukan perkelahian, diperoleh informasi bahwa bentuk sanksi 

yang diberikan apabila terjadi perkelahian, yaitu: 

1. Jikai terjadii perkelahiani biasa,i makai akani dilakukani prosesi 

pendamaiani secarai kekeluargaani olehi petugasi keamanani yangi 

bertugas. 

2. Jikai terjadii perkelahian/kekerasani yangi berlebihani makai akani 

diberikani hukumani disiplini tingkati berati menuruti pasali 9i ayati 4i 

hurufi ai dani bi Peraturani Menterii Hukumi dani Haki Asasii Manusiai 

Nomori 6i Tahuni 2013.i i Sesuaii pasali 9i ayati 4i hurufi ai dani bi 

Peraturani Menterii Hukumi dani Haki Asasii Manusiai Nomori 6i Tahuni 

2013,i Hukumani Disiplini tingkati berati meliputi:i memasukkani dalami 

seli pengasingani selamai 6i (enam)i harii dani dapati diperpanjangi 
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selamai 2i (dua)i kalii 6i (enam)i hari;i dani tidaki mendapatkani haki 

remisi,i cutii mengunjungii keluarga,i cutii bersyarat,i asimilasi,i cutii 

menjelangi bebas,i dani pembebasani bersyarati dalami tahuni berjalan. 

3. Pihaki yangi terlibati sebagaii pelakui perkelahiani ataui tergolongi 

tindaki pidanai akani dipindahkani kei lembagai pemasyarakatani laini 

(Arjiunna,i 2019). 

Setiapi perkelahiani yangi dilakukani olehi wargai binaani akani 

diselesaikani terlebihi dahului melaluii prosesi musyawarah.i Namuni jikai 

dampaki darii perkelahiani tersebuti mengakibatkani lukai berat,i makai 

petugasi akani diserahkani kepadai pihaki yangi berwenangi ataui 

dipindahkani kei lembagai pemasyarakatani lain,i dengani tujuani 

menghindarii terjadinyai konfliki yangi lebihi parahi lagi.i Tindakani inii 

bertujuani memutusi jaringani provokasii antarai wargai binaani sehinggai 

dapati menghindarii aksii solidaritasi darii beberapai wargai binaani yangi 

merupakani sahabati ataui pendukungi darii wargai binaani yangi melakukani 

tindakani tersebut. 

Selain dari upaya-upaya tersebut di atas penulis menyarankan agar 

petugas melakukan kegiatan perkenalan antar warga binaan lama dan 

warga binaan baru agar terjalin keakraban dan dapat saling menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan dan agar dapat saling menerima antar sesama 

warga binaan. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam 

menangani perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga 
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Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, petugas memberikan sanksi yang 

tegas bagi warga binaan yang terlibat perkelahian. Sanksi yang diberikan 

berupa: 1) dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan 

dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, 2) tidak 

mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, 

asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun 

berjalan. Apabila sudah tergolong tindak pidana, dipindahkan ke Lembaga 

Pemasyarakatn lain, jika hanya berupa perkelahian biasa, maka petugas 

keamanan akan mendamaikan secara kekeluargaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis 

paparkan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, adalah over kapasitas, 

terbentuknya suatu kelompok penguasa, pencurian, saling ejek, 

pemalakan, dan pinjam meminjam barang atau uang. 

2. Upaya mengatasi perkelahian antar warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan melakukan upaya 

preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam mengatasi 

perkelahian antar warga binaan adalah: melakukan pendekatan terhadap 

warga binaan, melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, 

melakukan pembinaan terhadap warga binaan, memaksimalkan 

penjagaan dan pengawasan. Upaya represif adalah dengan menerapkan 

sanksi kepada warga binaan yang terlibat perkelahian dengan tegas. 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan 

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 

diharapkan dapat memberikan tambahan kegiatan yang lebih 
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bervariatif, sehingga para warga binaan dapat mengisi waktu luang 

mereka dengan baik secara bersama-sama, sehingga akan  dapat 

menjalin hubungan yang lebih baik.  

2. Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menambah petugas 

keamanan, sehingga pengawasan dan penjagaan akan lebih efektif dan  

bagi warga binaan, diharapkan dapat mentaati peraturan dan tata tertib 

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan tidak 

melakukan perkelahian, karena akan merugikan diri sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








